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Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyetenggara Negara Yang Bersih Dan Sebas Dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotismc (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembencukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tam baban Lem baran Negara Repu blik Indonesia Nomor 
5234); 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dcsa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 

ten tang 
Dalam 

Tahun 1950 
Kabupaten 

Nomor 13 
Daerah-daerah 

a. bahwa dengan ditctapkannya Peraturan Menteri Keuangan 
Republik Indonesia Nomor 225/PMK.07 /2017 i.entang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke 
Oaerah dan Dana Desa maka perlu mengatur kcmbali 
pedoman pelaksanaan Dana Transfer Ke Oesa Tahun 
2018; 

b. bahwa berdasarkan pcrtimbangan sebagaimana tersebut 
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tcntang 
Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer Ke Oesa Tahun 
2018; 

I. Undang-Undang 
Pcmbcntukan 

BUPAT! WONOSOSO, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

PEDOMAN PELAKSANMN DANA TRANSFER KE DESA TAHUN 2018 

TEN'l'ANG 

PERATURAN SUPAT! WONOSOBO 
NOMOR / TAHUN 2018 

BUPATI WONOSOBO 
PROVJNSI JAWA TENGAH 

• 



. 2. 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang 
Pemerintaban Daerah (Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679): 

6. Peraturan Peme.rintab Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam 
Penyclenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3866); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraluran Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Dcsa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 
diubab dcngan Pcraturan Pemerintah Nomor 47 Tabun 
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tabun 2014 rentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang·Undang Nomor 6 Tabun 2014 ten tang Desa 
(Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tabun 2015 Nomor 
157, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia 
Nomor 5717); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagalmana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Pcraturan 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tcntang Pcrubaban 
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 
tentang Dana Desa Yang Bcrsumbcr Dari Anggaran 
Pcndapatan dan Belanja Negara (Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 
Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5864): 

9. Peraruran Pcmcrintah Nomor 12 Tahun 2017 tcntang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pcmcrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

10. Peroturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 113 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tuhun 2014 Nomor 2093): 
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Pasal 1 
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dcngan : 
l. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo. 
2. Pemerintah Daerab adalah Bupati sebagai unsur penyelenggn.ra 

Pemerintahan Dacrah yang memimpin pelaksanaan urusan pernerintahan 
yang menjadl kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalab Bupati Wonosobo. 
4. Carnal adalah pemimpin kecrunatan yang berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Supati melalui Sekretaris Daerah. 
5. Desa adalab kesauian masyarakat hukum yang memilikl batas-baraa 

wilayah yang berwenang untu.k mcngatur dan mcngurus urusan 
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 
masyarakat, bak asal usul dan/ a tau hak cradisional yang diakui dan 
dihonnati dalam Sistcm Pemerlntahan Negara Keeatuan Ropubli.k Indonesia 
yang be rad a di Daerah, 

6. Dana Transfer kc Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerab dan/atau Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Provinsi / Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara metatut 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerab yang dialokasikan ke desa yang 
terdiri dari Alokasi Dana Deaa, Dana Desa dan Dana Bagl Hasil Pajak dan 
Retribusi Daerah. 

7. Pemerintaban Desa adalah penyclcnggaraan urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat dalam sistcm Pcmerinta.han Negara 
Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerab. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN 
DANA TRANSFER KE DESA TAHUN 2018. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor SO/PMK.07 /2017 
tentang Pengelolaan Transfer kc Daerah dan Dana Desa 
eebagairnana telah diubah beberapa kali terokhir dengan 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07 /2017 
tentang Perubahan Kcdua Atas Pcraturan Menteri 
Keuangan Nomor 50/PMK.07 /2017 tentang Pengelolaan 
Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970); 

12. Peraturan Menter! Desa, Pembangunan Dacrah Tertinggal 
dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 ten tang 
Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
1359); 

13. Pcraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 15 Tahun 
2017 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae rah 
Kabupaten Wonosobo Tahun Anggoran 2018 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 Nomor 15); 
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8. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur 
penyelenggara pcmerintahan desa, 

9. Badan Pennusyawaratan Desa yang selanjutnya dislngkat BPD adalah 
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanyn 
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan 
ditetapkan sccara demokratis. 

JO. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah 
rcncana keuangan tahunan Pemcrintah Desa. 

11. Dana Oesa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD 
dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, 
pelaksanaan pembangunan. pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan 
masyarakaL 

12. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADO, adalah dana 
perimbangan yang cliterima Daerah dalam APBO sctelah dilrurangi Dana 
Alokasi Khusus. 

13. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah bagian pendapatan Pajak dan 
Rctribusi Daerah yang dibagikan kepada desa berdasarkan ketentuan 
perundang undangan. 

14. Rekening Kas Umum Dacrah yang selanjutnya disingkat RKUO, adalah 
rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupatl 
untuk menampung selurub pcnerimaan Daerah dan mernbayar seluruh 
pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan. 

15. Rckening Kas Umum Negara yang eelanjtnnye disingkat RKUN, adalah 
rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditcntukan oleh Menteri 
Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh 
penerimaan negare dan mcmbayar scluruh pengeluaran negara pada bank 
sentrol. 

16. Surat Permlnt.aan Pencairan Uang yang setanjutnya disingkat SPPU adalah 
dokumen yang diterbitkan oleh bendahara desa uncuk pencairan uang guna 
pembayaran kegiatan desa, 

17. Peraturan Desa yang selanjutnya disebur Perdes adalah peraturan 
perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kcpala Desa sctelah dibahas dan 
clisepakati bersama. Sadan Permueyawaratan Desa. 

18. Peraturan Kepala Oesa yang sclanjutnya disebut Perkades adalah peraturan 
perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat 
mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan/atau peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi. 

19. Kepa]a Desa adalah pimpinan Pernerintah Desa di Daerah. 
20. Perangkat Desa adalah unsur ~tu.f yang m.embantu Kepala Desa dalam 

penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, 
dan unsur pendukung tugas Kepa]a Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang 
diwadahi dalam bentuk pelaksana tcknis dan unsur kewilayahan. 

2J. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai 
dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang 
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, 

22. Pcmegang Kekuasaan Pengelolaan Desa adatah Kepala Desa yang karcna 
jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan 
pengelolaan keuangan desa. 
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23. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut 
PTPKD adalah perangkat dcsa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk 
melaksanakan pengelolaan keuangan Desa. 

24. Bendahara Desa adalah Perangkal Desa yang ditunjuk untuk rnenerima, 
mcnyimpan, membayarkan, menyetorkan, menatausahakan, dan 
mempertanggungjawabkan uang dalam rangka pelaksanaan APB Desa. 

25. Kas Desa adalah tcmpat penyimpan.an uang desa yang ditentukan oleh 
Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan 
untuk membayar seluruh pengeluaran desa. 

26. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat 
menyimpan uang Pemeriotahan yang menampung seluruh penerimaan desa 
dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan. 

27. Rencana Anggaran Biaya, yang selanjutnya disingkat RAB adalah 
perbitungan perkiraan jumlah anggaran biaya yang diperlukan untuk 
melaksaoakan kegiatan. 

28. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjumya disingkat SiLPA adalah 
selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama saru 
pcriode anggaran. 

29. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya discbut BUM Dcsa, adalah badan 
usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui 
penycrtaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang 
dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk 
sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Oesa. 

30. Tokoh masyarakat e.dalah pemuka darl kalangan masyarakat yang meliputi 
pemuka agarna, organisasi sosial politik, golongan profesi, pemuda, 
perempuan dan unsur pemuka lain yang ada di Desa. 

31. Tenaga Pendamping Profesional adalah personil yang melaksanakan 
tindakan pcmberdayaan masyarakat melalui a.sistensi, pengorganisasian, 
pcngarahan dan fasllitasi Desa yang ditetapkan oleh Gubemur Jawa Tengah 
yang terdiri dari Tenaga Ahli dan Pendamping Desa. 

32. Aparat Pcngawasan Internal Pcmerintah yang selanjutnya disingkat APIP 
adalah instansi pemerintah yang mempunyal rugas pokok dan fungsi 
melakukan pengawasan, dan tcrdiri atas Badan Pengawasan Kcuangan dan 
Pcmbangun.an yang berte.nggung jawab kepada Presidcn; lnspcktorat Jendcral 
/lnspektOrat Ute.ma/ lnspektorat yang bertanggung jawab kepada 
Menteri/Kepala Lcmbaga Pcmerintah Non Departernen; lnspcktorat 
Pcmerintah Provinsi yang bertanggung jawab kepada Oubemur, dan 
lnspektorat Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab kepada 
Bupati/Walikota. 

33. Pctugas register deee adalah perangkat desa yang dibcri rugas dan tsnggung 
jawab membenl<an pclayanan pclaporan pcristiwa kependudukan dan 
peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di 
dcsa. 

34. Petugas admin sistem informasi desa adalah pera.ngkat desa atau tenaga 
pembantu di luar perangkat desa yang bertugas mengope.rasionalkan, 
memelihara do.n rnemantau pengelolaan seluruh aietem informasi desa yang 
dikelola. oleh desa, 
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Pasal3 
(1) Tujuan Dana Transfer ke Desa adalah : 

a. mendorong percepatan penanggulangan kemiskinan, melalui 8 (delapan) 
area kemiskinan mikro, sebagai berikut : 
I. fasilitasi penyediaan tempat ti.nggal yang layak; 
2. fasilicasi penyediaan air min um dan sa nitasl yang layak; 
3. fasilitasi jaringan listrik tempat tinggal; 
4. fasilitasi kepesertaan Keluarga Berencana; 
5. fasilitasi penanganan disabilitas; 
6. fasilitasi sarana penunjang penyetenggaraan pcndidikan [beasiswa, 

bantuen tranaportasi, bahan belajar atau seragam) bagi warga mis.kin 
yang tidak mendapatkan fasilitasi jaminan sosial; 

7. fasilitasi pemenuhan akses kesehatan; dan 
8. fasilitasi perluasan lapangan kerja melalul pelatihan keterampilan 

kerja. 
b. meningkalkan kualitas pcnyelenggaraan pemerintahan desa dalam 

memberikan pelayanan publik di bidang pernerintahan, pernbangunan, 
pembcrdayaan dan kemasyarakatan; 

c. mcningkatka.n kualitne penyeJenggaraan layanan daear sesuai dengan 
kewenangan dcsa; 

d. meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam penyelenggaraan 
pemerintahan desa; 

e. meningkatkan pengamalan nilai-nilai sosial budaya dalam rangka 
menguatkan modal sosial demi terwujudnya keharmonisan, ketentraman 
dan ketcrtiban meayarakat; 

f. mendorong pcningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat 
menuju kemandirian dcsa; 

g. mcndorong pcngembangan aset dan potensi desa demi peningkatau 
pendapatan masyarakat desa; dan 

h. menjaga kelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup. 
(2) Sasaran program dan kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan 

aebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diutama.kan untuk kclompok 
rnasyarakat miskin yang masuk dalam Basis Data 1'erpadu. 

Bagian Kedua 
Tujuan 

Pasal 2 
Jcnis Dana Transfer ke Desa terdiri dari : 
a. Dana Desa; 
b. ADD; dan 
c. Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah. 

Bagian Kesatu 
Jenis Dana Transfer 

BAB II 
DANA TRANSFER KE DESA 



Pasal 7 
(1) Belanja penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalarn 

Pasal 6 digunakan untuk mendukung ketancaran penyelenggaraan 
pemcrintahan desa dan rneningkatkan kinerja pemerintahan desa. 
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Pasal6 
(1) Dana Transfer ke Desa digunakan untuk mendanai penyelcnggaraan 

pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan 
kernasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. 

(2) Pemerintah dcsa harus menyampaikan rincian kegiatan yang didanai oleh 
Dana Transfer kc Desa tahun berjalan dalam bentuk media visual atau 
infografis yang dipasang pada lokasi strategis yang dapat diakses oleh 
masyara.kat Iuas di setiap dusun. 

(3) Conteh format media visual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum 
dalam Lampiran I, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupa.ti ini. 

Bagian Kesatu 
Umum 

BAB lll 
PENGOUNAAN 

Pasal 5 
(I) Pengelolaan keuangan Dana Transfer ke Desa merupakan satu kesatuan 

dcngan pengelolaan Keuangan Desa. 
(2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan 

dengan memanfaatkan sistem informasi keuangan desa yang dikembangkan 
oleh pemerintah daerah. 

(31 Pengelolaan keuangan dilakukan berdasarkan asas transparan, akuntabel, 
partisipatif serta dilakukan dengan tertib, disiplin anggaran, kepatutan, dan 
kemanfaatan untuk masyarakat. 

Bagian Keernpat 
Prinsip Pengelolaan Kcuangan Dana Transfer Ke Desa 

Pasal 4 
Ruang Lingkup Dana Transfer ke Oesa meliputi : 
a. Penggunaan: 
b. Penyaluran; 
c. Pelaksanaan; 
d. Penatausahaan dan Pelaporan; 
e. Pemantauan dan Evaluasi SiLPA; 
r. Laranga.n; 
g. Sanksi; 
h.. Pembinaan dan Pcngawasan; dan 
,. Evaluasi Kinerja Pengelolaan. 

Bagian Ketiga 
Ruang Lingkup 
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Pasal 8 
(1) Prioritas Pcnggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip; 

a. Keadilan, dengao mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga 
Desa tanpa membeda-bedakan; 

b. Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang 
mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan 
kepent!ngan sebagian besar masyarakat Desa; 

c. Kewenangan Dcsa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usu! dan 
kewenangan lokal berskala Desa; 

d. Partisipatif, dcngan mengutamakan prakarse dan kreatifitas masyarakat; 
e. Swakelola dan berbasis sumber daya Desa mengutamakan pelaksanaan 

secara ma.ncliri dcngan pendayagunaan sumberdaya atam Desa, 
mengutamakan tcnaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan 
lokal; dan 

f. Tipologi Dcsa, dengan mempertimbangkan keada.an dan kcnyataan 
karakteriatik geografis, soslotogls, antropologis, ekonomi, dan ckologi 
Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan 
Desa, 

(2) Penggunaan Dana Dcsa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan 
program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan 
rnasyarakat desa. 

(3) Prioritas pcnggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pclaksanaan 
program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang. 

(4) Program dan kegiatan eebegalmana dimaksud pada ayat (3) antara lain 
bidang kegiatan produk unggulan Dcsa atau kawasan perdesaan, BUM Desa 
atau BUM Desa Bersama, cmbung. dan sarana olahraga Desa sesuai dengan 
k.ewenangan Desa, 

(5) Pembongunan sarana olahraga Dcsa scbagaimanu dimekecd pada ayat (4) 
me.rupakan unit usaha yang dapat dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desa 
Bersama. 

Paragraf I 
Prinsip dan Prioritas Penggunaan Dana Desa 

Bagian Kedua 
Penggunaan Dana Desa 

(2) Belanja pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan 
kcmasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 digunakan untuk 
mendanai kegiatan desa yang bersifat melindungi dan mcningkatkan kualitas 
kehidupan masyarakat dalam upaya meningkatkan Jrualitas pelayanan dasar 
dan mengcmbangkan sistem ja.m.inan sosial sesuai dengan kewenangan desa. 
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Pasal 9 
(1) Prioritas penggunaan Dana Desa di bidang pembangunan desa sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) digunakan untuk membiayai pembangunan 
Desa yang dlrujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, 
peningkatan kualitss hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan 
dengan prioritas penggunaan Dana Dcsa diarahkan untuk pelaksanaan 
program dan kegiatan Pembangunan Desa, yang meliputi antara lain: 
a Pengadaan, pembangunan, peogembangan, dan pemeliharaan sarana 

prasarana dasar untuk pcmcnuhan keburuhan: 
1. Lingkungan pcmukiman; 
2. transportasi; 
3. energi; dan 
4. informasi dan komunikasi. 

b. Pcngadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana 
prasarana pelayanan sosial dasar untuk pcmcnuhan kebutuhan : 
l. kesehatan maeyarakat: dan 
2. pe.ndidikan dan kebudayaan. 

c, Pengadaan, pcmbangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana 
prasarana ekonomi uncuk mewujudkan Lumbung Ekonoml Desa yang 
meliputi: 
1. usaha ekonomi pertanian bcrskala produktif untuk ketahanan pangan; 
2. usaha ekonomi pertanian bcrskala produktif meliputi aspek produksi, 

distribusi dan pernasaran yang difokuskan pada kepada pembenrukan 
dan pcngcmbangan produk unggulan desa dan/acau produk unggulan 
kawasan perdesaan; dan 

3. usaha ekonomi non pertanian meliputi aspek produksi, dlstribusi dan 
pemasaran yang difokuskan yang difokuskan pada kepada 
pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau 
produk unggulan kawasan perdesaan. 

d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana 
prasarana lingkungan untuk pcmcnuhan kcbutuhan: 

l , kesiapsiagaan menghadapi bencana alam; 
2. pcnanganan bcncana alam; dan 
3. pelestarian lingkungan hidup. 

e. Pengadaan, pembangunan, pcngembangan, dan pcmeliharaan sarana 
prasarana Lainnya yang scsuai dengan keburuhan Desa dan ditetapkan 
de.lam Mu.~yawarah Dcsa. 

(2) Contoh kegiatan di bidang pcmbangunan desa yang dapat didanai oleh Dana 
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (I) tercantum dalam Lampiran It dan 
merupakan bagian cidak terpisahkan dari Peraruran Bupati ini. 

Paragraf2 
Prioritas Pcnggunaan Dana Desa di Bidang Pcmbangunan Desa 
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Pesa) 10 
(1) Prioritas penggunaan Dana Desa di bidang pemberdayaan masyarakat desa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) digunakan untuk membiayai 
program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan 
untuk mcningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Dcsa dcngan 
rnendayegunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat 
menghidupi dirinya secara mandiri. 

(2) Kegiatan pemberd.ayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan meliputi antars 
lain: 
a. penillgkatan partisipasi masyarakat dalam proses pcrcncanaan, 

pclaksaoaan dan pengawasan pembangunan Dcsa; 
b. pengembangan kapasitae masyarakat Desa meliputi: pendidikan, 

pembelajaran. pelatihan, penyuluhan dan bimbingan teknis, dengan 
materi tentang pcmbanguoan dan pemberdayaan masya,rakat Desa; 

c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa; 
d. pcngemba.ngan sistem informasi Desa: 
e. dukungan pengelolaan kegiat.an pelayanan sosiat dasar di bidang 

pendidikan, kesehatan, pernberdayaan perempuan dan anak, 
pemberdayaan rnasyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa 
penyandang disabilitas; 

f. dukungan pengelolaan kcglatan pelcstarian Jingkungan hidup; 
g. dukungan kesiapeiagaen mcnghadapi bencana alam dan penanganannya; 
h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang 

dikclola oleh BUMDesa danj'atau BUMDesa Bersama; 
i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oJeh kelompok maeyarakat, 

koperasi dan/atau Iembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya; 
j. pengembangan keriasama antar Desa dan kerjasama Desa dcngan pibak 

ketiga; dan 
k. bldang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai 

dcngan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa, 
(31 Pengembangan kapasitas di Desa oebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 

b diswakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar-Desa. 
(4) Swakelola oleh badan kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) dilaksanakan berdasarkan kctentuan dan mekanisme kerja sama 
antar Desa. 

(5) Conteh kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat desa yang dapat 
didanai otch Dana Deee eebagaimana dimakeud pada ayat (1) terca.ntum 
dalam Lampiran 11 dan me.rupakan bagian tidak te rpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

Paragraf 3 
Prioritas Penggunaan Dana Desa di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 
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Pasal 12 
(1) Penggunaan ADD diprioritaskan untuk: 

a. penghasilan tetap dan tunjanga.n Kepala Oesa dan Perengkal Oesa; 
b. operasional Pemerintah Oesa; 
c. runjangan BPD; 
d. operasional BPD; 
e. insentlf Rukun Tctangga dan Rukun Warga; 
I, pcnghasilan Tenaga Pembantu dl luar Perangkat Desa; 
g. dukungan jaminan sosial bagi Kepala Oesa dan Perangkat Desa; dan 
h, kegiatan pcnyelenggaraan pemerintahan, pernbangunan, pemberdayaan 

masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan desa, 
(2) Besarnya penghasilan terap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Dcsa 

sebegalmana dimaksud pada ayat (I) huruf a sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(3) Opcrasional Pcmerintah Desa antara lain digunakan untuk tunjangan PTPKD, 
honorarium petugas register desa, honorarium petugas adrnin sistem 
informasi desa, belanja barang dan jaea perkantoran serta belanja modal 
perkantoran. 

(4) aesamya tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai 
dengan kcmampuan kcuangan Dcsa. 

(5) Besarnya insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I) huruf e sesuai dengan kemarupuan keuangan Desa . 

Bagian Ketiga 
Penggunaao ADO 

Pesa! 11 
(1) Desa berwenang untuk rnengembangkan jenis-jenis kegiatan lainnya di luar 

daftar kegiatan yang tcrcantum dalam Peraruran Bupati ini, dengan syarat 
kegiatan-kegiatan tersebut terrnasuk ke dalam 8 (delapan) area kemiskinan 
mikro atau lingkup urusan pembangunan desa dan pemberdayaan desa dan 
tercantum dalam: 
a. Peraruran Bupall tentang Kewenaogan Oesa berdasarkan hak asal usul 

dan kewenangan lokal berskala desa di Kabupaten Wonosobo; dan 
b. Peraturan Desa tentang Kewcnangan Desa berdasarkan hak asal usul dan 

kewenangan lokal berskala desa; 
(2) Oalam hal Oesa bermaksud mernbiayai kegiatan penyelenggaraan 

pemerintahan Desa untuk pernbangunan kantor desa bagi Desa yang belum 
memiliki kantor Kepala Desa dan/atau pembinaan kemasyarakatan, dan 
mengingat pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana diatur 
dalarn Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 19 ayat (2) bersifat 
mewajibkan, maka prasyarat penggunaan Dana Desa di Iuar kegiatan yang 
dipriorltaskan dapat dilakukan apabila Bupati menjarnin bahwa seluruh 
kcgiatan pcmbangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dibutuhkan 
masyarakat Desa sudah mampu dipenuhi seturuhnya oleh Desa. 

Paragraf 4 
Pengembangan Kegiatan Yang Diprioritaskan Untuk Dibiayai Dana Desa 
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Pasal 16 
(1) Peayaluran Dana Transfer kc Desa Tahap I dilaksanakan setelah desa 

mcnyelesaikan kewajiban sebagai berikut : 
a. Laporan Realisasi Penggunaan Dana 'l'ransfer kc Desa Tahap [( tahun 

anggaran sebelumnya; 
b. Serita Acara Laporan Realisasi Penggunaan Dana 'l'ransfer ke Desa Tahap 

D tahun anggaran sebelurnnya kepada BPD; 
c. Laporan ReaJisasi Petaksanaan APBDesa Semester Kedua/ Akhir tahun 

anggaran sebelumnya; 

Paragraf 2 
Persyaratan Penyaluran 

Pasal 15 
(J) Penyaluran. Dana 'l'ransfer ke Desa dilakukan secara bertahap pada. tabun 

anggaran berjalan dengan ketenruan ; 
a. Tahap l terdiri dari ADD sebesar LOO% (seratus perseratus) dan Dana Desa 

sebesar 20% (dua puluh perseratus) sctelah desa memenuhi persyaratan; 
b. Tahap 11 terdiri dari Dana Desa sebesar 40% [ernpat puluh perscratus]: 
c. Tahap Ill terdiri dari bagi Ha.sil Pajak dan Retrlbusi Daerah sebesar 100% 

(seraius pcrscratus) dan Dann Desa 40% (empac puluh perseratus) setelah 
desa mcmenuhi persyaratan. 

(2) Untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemerintaban Desa, Bupati 
dapat menyaJurkan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retrlbusi Daerab terpisah 
dari penyaluran Dana Desa sesuai ketentuan pcraturan perundang-undangan 
dengan memperhatlkan kcmampuan kondisi kas daerah. 

Paragraf l 
Tahapan Penyaluran 

Pasal 14 
(1) PenyaJuran Dana Transfer kc Dcsa clilakukan dengan care pemindahbukuan 

dari RKUD ke RKD. 
(2) RKD sebagairnana dimaksud pada ayat ( l) berada pada bank yang clitunjuk. 
(3) RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dtatasnamakan Pemerintah Desa 

dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Bendahara Dcsa. 

Bagian Kesatu 
Penyaluran Dana Transfer ke Dess 

BABIV 
PENYALURAN 

Pasal 13 
Dana Bagi Hasil Pajak dan Retrlbusi Daerah digunakan untuk membiayai 
penyelenggaraan pcmerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan 
pembinaan kemasyarakatan Desa. 

Bagian Keempat 
Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerab 
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Pasal 18 
(1) Penyaluran Dana Transfer ke Desa Tahap UI dilaksanakan setelah desa 

memenuhi persyaratan sebagai berikut : 
a. desa telah menggunakan Dana Desa Tahap I dan II paling kurang sebesar 

75% (tujuh puluh lima per aeratus): dan 
b. desa tclah melaksanakan capaiaa output kcgiatan yang didanai Dana DeBS 

Tahap I dan II paling kurang 50% (lima puluh per seratus]: 
c, desa telah melaksanakan kewajiban penyusunan : 

I) Laporan Keterangan Penyelenggara.an Pemerintahan Desa tahu.n 
sebelumnya kepada BPD dilampiri berita acara penyampaian Laporan 
Ketemngan Penyelenggaraan Pemerintaha.n Desa; dan 

2) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa lahun sebelumnya 
kepada Bupati; 

Pasal 17 
(I) Penyaluran Dana Transfer ke Desa Tahap O dilaksanakan setelah Dana Desa 

Tahap II telah disalurkan ke RKUD dan desa telah memenuhi persyaratan 
pcnyaluran Dana Transfer ke Desa Tahap I seba.gaimana dimaksud dalarn 
Pasal 16. 

(21 Dalam hal desa telah memenuhi persyaratan penyaluran Dana Transfer kc 
Dcsa Tahap I setetah minggu pertama bulan Februari, pencairan Dana 
Transfer ke Desa Tahap II dapst dilakukan bersarnaan dengan pencairaa Dana 
Transfer ke Desa Tahap I. 

d. Perdes tentang Rencana Kerja Pemcrintah Desa tahun berjalan yang telah 
diundangkan oleh Sekretaris Desa; 

e. Proftl Desa tahun sebelumnya; dan 
f. Desa yang kepala desanya baru, wajib menyelesalkan kewajiban 

penyusunan Perdes tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Desa beserta lampirannya. 

(2) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Transfer kc Desa 
Tahap I kepada Bupati melalui Camat, dengan dilarnpiri : 
a Perdes tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBDesa tahun 

sebelumnya yang telah diundangkan oleh Sekretaris Desa; 
b, Perdes tentang APBDesa dan Pcrkacles tentang Penjabaran APBDesa 

tahun berjalan yang telah dievaluasi oleb Carnal dao telah diundangkan 
oleb Sekretaris Desa; 

c. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan; 
d. Bukli saldo akhir RKD yang dirunjukkan melalui fotocopy buku RKD yang 

dilegalisir oleh bank; 
e. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak; 
f. Pengantar Camat; dan 
g, Lcmbar verifikasi persyaratan penyalura.n Dana Transfer ke Desa Tahap I 

dari Tim Pendamping Keca.matan tercantum dalam Lampiran lU dan 
merupakan bagian lidak terpisahkan dari Peraturan Bupati iai. 

(3) Kepala De.a menyampaikan persyaratan seba.gaimana dimaksud pada ayat 
(I) dan ayat (2) paling lambat minggu pertama bulan Februari. 
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Pasal 19 
(l) Pencairan Dana Transfer kc Desa dilaksanakan sesuai dcngan kcbutuhan 

padaRKO. 
(2) Pencairan Dana Transfer ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) 

dilakukan dengan mengajukan SPPU dan Pengantar Camat kepada bank yang 
clirunjuk. 

(3) Pencairan Dana Dana Transfer ke Desa unruk kegiatan pembangunan fisik 
dapat dilakukan setelah desa menyelesaikan Dokumen RAB dan Gambar 
yang telah disahkan. 

(4) Pencairan Dana Transfer ke Desa dari RKD pada bank sebagaimana 
climaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara bersama-sama oleh Kepala Desa 
dan Bendahara Desa. 

(5) Setelah proses pencairan Dana Transfer ke Oesa dari RKD dilaksanakan, 
Bendahara Desa harus menyerahkan dana kegiaran kepada tim pelaksana 
kcgiatan dalam suaru musyawarah dcsa. 

(6) Penyerahan dana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang 
diruangkan dalam bentuk berit.a acara serah terima dana kegiatan. 

(7) Format Bcrita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tcrcaatum pada 
Lampiran V dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
ini. 

Bagian Kedua 
Pencairan Dana Transfer ke Desa 

(2) Penyaluran Dana Transfer ke Desa Tahap m dilakukan dengan cara Kcpala 
Desa mengajukan pennohonan penyaluran Dana Transfer kc Dcsa Tahap Ill 
kepada Bupati melalui Carnat, dengan dilampiri : 
a. laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Pertama; 
b. laporan ReaJisasi Penggunaan Dana Transfer ke Desa sarnpai dcngan 

tahap ll; 
c. laporan Capaian Output Dana Transfer ke Desa sampai dengan tahap n; 
d. berita acara Laporan Realisasi Penggunaan Dana Transfer ke Desa sampal 

dengan tahap II kepada BPD; 
e. bukti saldo akhir RKD yang ditunjukkan melalui fotooopy buku RKD yang 

dilcgalisir oleh bank; 
f. pengantar Camat; dan 
g. lembar verifikasi persyaratan penya!uran Dana Transfer ke Desa Tahap ill 

dari Tim Pendamping Kecamatan dengan contoh sebagaimaoa tercantum 
dalam Lampiran IV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini, 

(3) Kepala Dcsa menyampaikan persyaratan sebagnimana dimaksud pada ayat 
(2) paling lambal minggu pertama bulan Juli. 



Pasal 21 
(1) RAB tcknis dan garnbar scbaga.imana dimaksud dalam Paaal 20 ayat (5) huruf 

b dapat disusun oleh perangkat desa, tokoh masyarakat, kader rnasyerakat 
atau tenaga ahli yang memiliki kemampuan teknis yang ditunjukkan melalui 
kepemilikan sertifikat atau ijazah. 

(2) RAB teknis dan gambar untuk kegiatan pembangunan fisik dapat disahkan 
oleh Camat setelah diverifikasi oleh Tenaga Pendamping Profesional. 
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Bagian Kedua 
RAB Teknis dan Gambar 

PasaJ 20 
(1) Dalam mclaksanakan kegiatan pembangunan Iisik dan kegiatan lain yang 

cliperlukan, dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan yang clitctapkan dengan 
Keputusan Kepala Desa. 

(2) Tim sebagaimana dirnaksud pada ayat (I) bertanggung jawab kepada Kepala 
Desa. 

(3) Ketua Tim Pelaksana Kegiatan scbaga.imana dimaksud pada ayat (1) diketuai 
oleh Kepala Scksi pada Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa. 

(4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayai (l) dapat berasal dari perangkat desa, 
unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan/atau tokoh masyarakat. 

(5) Tugas Tim sebagaima na dimaksud pada ayat (I) sebagai berikut : 
a. menyusun RAB kegiatan: 
b. memfasihtasi penyusunan RAB teknis dan gambar untuk kegiatan 

pembangunan fisik; 
c. melaksanakan survey barga barang setempai sebagai dasar pembuatan 

RAB kegiatan; 
d. mengajukan pencairan dana kegiatan kepada Kepala Desa dengan Surat 

Permintaan Pembayaran; 
e. melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan di dalam APBDesa; 
r. melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa dengan earn swakelola 

maupun melalui penyedia barang/jasa sesua.i dengan ketentuan 
peraturan perundang .. undangan; 

g. mencatat proses penerlmaan dan pengeluaran dana kegiatan pada Buku 
Kas Pembantu Keglatan: dan 

h. menyerahkan bukti transaksi kepada Bendahara Oesa dan bertanggung 
jawab penuh atas kebenaran formal dan material atas dana kegiatan yang 
dikelola yang clinyatakan dengan Surat Pemyataan Tanggung Jawab 
Belanja. 

(6) Contoh format Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana 
Kegiatan sebagaimana. dimaksud pada ayat (I) tercantum dalarn Lampiran VI, 
dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(7) Contoh format RAB, Gambar dan Survey Harga Barang Setempat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran VII, dan 
mcrupakaa bagian tidak tcrpisahkan dari Pcraturan Bupati ini. 

Baglan Kesatu 
Tim Pelaksana Kegiatan 

BABY 
PELAKSANMN 
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Pasal 23 
(1) Sctiap kegiatan pembangunan fisik, wajib menetapkan/ membentuk Pejabat/ 

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala 
Desa. 

Bagian Keempat 
Pcjabat/Panitia Pcncrima Hasil Pckcrjaan 

Pasal 22 
(1) Pelaksanaan kcgiatan pcmbangunan agar mengutamakan prinelp-prinaip 

sebagai berikut : 
a. swakelola, artinya perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dilakukan 

secara mancliri oleh Oesa dan Lidak clikontrakkan kepada pihak 
ketiga/ kontraktor swasta, maupun kontraktor dari kola/ luar desa; 

b. menggunakan sebanyak-banyaknya tenaga kerja setempat, atau bersifat 
padat karya, schiogga bisa menyerap tenaga kerja dan memberikan 
pcndapatan bagi mereka yang bekerja; dan 

c. mcnggunakan bahan baku atau material setempat, agar dapat 
menumbuhkembangkan usaha kegiatan ekonoml produktif desa, schingga 
dapat memberikan penghasilan kepada masyaraka; yang memiliki bahan 
baku seperti batu, pasir, kayu, bambu dan la.lnnya. 

(2) Kegiatan pembangunan yang dilaksa.nakan di desa mcmpcrtimbangkan 
proporsl besaran upah tenaga kcrja sebesar 30% (tiga pulub per seratus). 

(3) Tenaga kcrja sebagaimana dimaksud pada ayat 12) memprioritaskan sasaran 
antara lain sebagai berikut: 
a. kclompok penganggur, setengah penganggur dan warga miskin; 
b. pencari nafkah utama keluarga: 
c. laki·laki, wanlta dan pemuda usia produktif dan bukan anak-anak; 
d. petani/kclompok petani yang mengalami paceklik dan menunggu masa 

tanam/panen; atau 
c. tcnaga kcrja yang kehilangan pekerjaan. 

Bagian Ketiga 
Pelaksanaan Kegiatan Pembanguaan dcngan Program Padat Karya Tunai 

(3) Dalam hat pembangunan fisik merupakan kegiatan beresiko, RAB teknis dan 
gambar disahkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum 
dan penataan ruang. 

(4) Kegiatan beresiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain adalah 
pengaspalan, jembatan, bangunan gcdung, bendungan air, senderan dengan 
ketinggian lebih dari 2 (dua) meter. 

(5) Pengesahan RAB teknis dan gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dan ayat (3) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh 
satu) hari kerja setelah berkas diterima dan dioyatakan lcngkap. 

(6) RAB kegiatan yang didanai oleh Dana Transfer ke Desa disusun dengan 
berpedoman pada ketentuan standar satuan harga yang berlaku dcngan 
mempertimbangkan harga setempat yang disusun oleh Tim Pelaksana 
Kegiatan, 
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Pasal 25 
(I) Kepala Dcsa wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana 

Transfer ke Desa setiap tahap kepada Bupati melalui Camat yang terdiri atas: 
a. laporan realisasi penggunaan Dana Transfer ke Desa sarnpai dengan 

Tahap II yang beriei Japoran pcnggunaan Dana Transfer kc Dcsa Tahap I 
dan n sesuai dengan kondisi sampai bulan terakhir dilaporkan; dan 

Pasal24 
Pcmcrintah Desa wajib rnenyelenggarakan pcnatausahaan keuangan Dana 
Transfer ke Desa seeuai dengan ketontuan pcngelolaan keua.ngan desa, 

BAB VJ 
PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN 

(2) Pcnctapan/ pembentukan Pejabat/ Panitin Penerima Hasil Pekerjaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dengan ketentuan: 
a. Kegiatan pembangunan fisik dengan nilai sampai dengan Rp 

50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) ditetapkan Pejabat Penerirna Hasil 
Pekerjaan; dan 

b, Kegiatan pembangunan fisik dengan nilai lebih dati Rp 50.000.000,00 
(lima puluh juta rupiah) dibentuk Panitia Penerima Hasil Pekcrjaan. 

(3) Pcjabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagalmana dimaksud pada ayat (2) huruf 
a terdiri dari l [satu] orang tokoh masya.rakat. 

(4) Paniua Pencrima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayai (2) huruf b 
bcrjumlah 3 (tiga) orang dengan ketenruan sebagal berlkut : 
a. I (satu) orang wajib berasal dari unsur pejabat pada kecamatan: dan 
b, 2 (dua) orang dapat berasal dati instansi teknis terkait, perangka; dcsa, 

tokoh masyarakat atau pendamping desa. 
(5) Panilia Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdlri 

dari I {sa,:u) orang ketua yang memiliki kemampuan teknis yang dirunjukkan 
rnelalui kepemilikan sertiflkat a tau ijazah dan 2 (dua) orang anggota. 

(6) Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pckerjaan mcmiliki rugas sebagai berikut : 
a. meJakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/ jasa sesuel 

yang tercanrum dalarn dokumen RAB yang mencakup kesesuaian jenis, 
spesilikasi teknis, jurolah/ volume/ kuantitas, mutu/ kualnas, waktu dan 
tempat penyelesaian pekerjaan; dan 

b, melaporkan hasil pemeriksaan dengan membuat berita acara hasil 
perneriksaan. 

(7) Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dapat menerima honorarium dari 
kegiatan pembangunan fisik, 

(8) Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan menjaJankan tugas setelah 
menerima surat pcrmintaan pemeriksaan hasil pekerjaan kegiatan 
pembangunan fisik dari Tim Pelaksana Kegiata.n. 

(9) Contob format Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan/ Pcmbentukan 
Pejabal/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sebageimana dirnaksud pada ayat 
(I], format Serita Acara Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(6) huruf b dan formal surat pcrmintaan pcmeriksaan basil pekerjaan 
scbagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran VIII dan 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraluran Bupati ini, 
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b. laporan realisasi penggunaan Dana Transfer kc Desa sampai dengan 
Tahap Ill yang berisi laporan penggunaan Dana Transfer ke Desa Tahap 
I, U dan Ill, sesuai dengan kondisi sampai dengan akhir tahun anggaran. 

(2) Laporan realisasi penggunaan Dana Transfer ke Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I) terdiri dari: 
a. laporan Realisasi Pcnggunaan Dana Des.a; 
b. laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa; 
c. Laporan Rcalisasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 

Daerah; 
d. laporan Capaian Output Dana Desa; 
e. laporan Capaian Output Alokasi Dana Desa; dan 
f. laporan Capaian Output Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah. 

(3) Laporan penggunaan Dana Transfer ke Desa sebagai.mana dimaksud pada 
ayat (2) dilengkapi dengan foto kegiatan. 

(4) Format Laporan Realisasi Penggunaan Dana Transfer ke Desa sebagairnana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c tereantum dalam 
Lampiran IX merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pcraturan Bupatl ini. 

(5) Format Laporan Capaian Output sebagaimana dimakaud pada ayat (2) huruf 
d, buruf e, dan huruf f tercantum dalam Lampiran X merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, 

(6) Penyuaunan laporan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan sesuai dengan label rcfcrensi data bidang, kegiatan, uraian output, 
volume output, satuan output. dao capaian output yang tercantum dalam 
Lampiran Xl yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati int. 

(7) Laporan realisasi penggunaan Dana Transfer kc Deso sampai dengan Tahap D 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) buruf a menjadi persyaratan 
penyaluran Dana Transfer ke Dcsa Tabap JU dan disampaikan bersamaan 
dengan Laporan Realisasi APBDesa Semester Pertama paling lambat pada 
mioggu pertama bulan Juli tahun berjalan. 

(8) Laporan realisasi penggunaan Dana Transfer kc Desa sarnpai dcngan Tabap 
III sebagaimana dimaksud pada ayat (I} huruf b disampaikan bersamaan 
dengan Laporan Rcalisasi APBDesa Semester Kedua/ Akbir Tahun Anggaran 
paling lambat pada minggu pertama bulan Februari tahun bcrikumya. 

(9) Laporan rcalisasi penggunaan Dana Transfer ke Desa sampai dengan Tahap 
Ill dan Laporan Realisasi APBDesa Semester Kedua/ Akhir Tahun Anggaran 
scbagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan kepada Bupati setelab 
diveriflkasi oleh Tim Pendarnping Kecamatan. 

(JO)Lembar verifikasl scbagalmana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam 
Lampiran Xll dan mcrupakan bagian tidak terpisabkan dari Peraruran Bupati 
ini. 

(I l)Selurub pcnggunaan Dana Transfer ke Desa yang tertuang dalam Laporan 
Realisasi penggunaan Dana Transfer kc Desa wajib clisampaikan kepada BPD 
melalui forum musyawarah dan dituangkan dalam berita acara penyampaian 
laporan realisasi penggunaan dana transfer ke desa. 

(12)Fonnat berita acara pcnyampaian laporan realisasi penggunaan Dana 
Transfer ke Desa kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (11) 
tercantum dalam Lampiran XII! dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Pcraturan Bupati in.L 
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Pasal 28 
(1) Bupati menunda penyaluran Dana Transfer ke Desa, dalam hal: 

a. Kepala Desa tidak mcmenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud datam 
Pasal 16; 

b. Terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari 30"/o (tiga puluh per seratus], 
dan/atau 

c. Tcrdapat usula.n dari aparat pengawas Jungsional Daerah. 
(2) Penundaan Penyaluran Dana Transfer ke Desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Transfer kc Desa Tahap 
n tahun anggarcn berjaJa.n sebeear- SiLPA Da.nu Dese tahun anggaran 
sebelumnya. 

(3) Penundaan Penyaluran Dana Transfer kc Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dilakukan sampai dcngan SiLPA Dana Desa tahun anggaran 
sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya. 

(4) Dalam hat SiLPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari 
jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap ll, penyaluran Dana 
Desa Tahap II tidak dilakukan, 

Bagian Kedua 
Penundaan Penyaluran 

Pasal 27 
(11 Dalam hal pemantauan dan evaluasi atas SiLPA Dana Transfer ke Desa 

sebagaimana dimaksud dalam Pesa.I 26 ditemukan SiLPA Dana Transfer ke 
Cl<)sa eebesar 30% (tiga puluh persemtus), Bupati : 
a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai SiLPA Dana Transfer kc 

Desa tersebut; dan/atau 
b. mcminta aparat pengawas Iungsional daerah untuk melakukan 

pemeriksaan. 
(2) SiLPA Dana Transfer ke Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) 

aebagaimana climaksud pada ayat (1), dihitung dari Dana Transfer ke Desa 
yang ditcrima Desa pads tahun anggaran bcrjalan. 

(31 SiLPA Dana Transfer kc Desa wajib dianggarkan kembali dan digunakan pada 
tahun anggaran bcrikutnya dengan mempertimbangkan ketentuan 
penggunaan per sumber dana. 

(4) Dalam ha! penghasilan tetap dan tunjangan tidak dapal terbayarkan kepada 
yang bcrhak pada tahun anggaran berjalan, dapat dibayarkan pada tahun 
anggaran berikutnya sesuai besaran pcnghasilnn tetap dan tunjangan pada 
tahun sebelumnya. 

Pasal 26 
Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi etas SiLPA Dana Transfer ke Desa. 

BABVTI 
PEMANTAUAN DAN EVALUASI SiLPA DANA TRANSFER KE DESA 

Bagian Kesatu 
Umum 
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Pasal 31 
(1) Supati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalarn hal setelah 

dikenakan sanksi penundaan penyaluran dana transfer ke desa, desa masih 
memlliki SiLPA Dana Desa icbih besar dari 30% (tiga puluh per scratus] 
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 27 ayat (!) huruf b. 

Sagian Ketiga 
Pemotongan Penyaluran Dane Desa 

Pasal 30 
Bupati menu.nda penyaluran Dana Transfer kc Dcea tahap IU, dalam bal, Kcpala 
desa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18. 

Pasal 29 
( L) Bupati menyalurkan kembali Dana Transfer ke Desa yang ditunda dalam ha! : 

a. Kepala Desa telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 16: 

b. SiLPA Dana Desa kurang atau sama dengan 30% (tiga puluh per seracus): 
dan/atau 

c. Tcrdapat usulan dari aparat pengawas fungsional Daerah. 
(2) Dalam ha! penundaan Dana Transfer ke Desa scbagaimana dimaksud pada 

pasal 28 ayat (II huruf a dan huruf c berlangsung sampa.i dengan berakhirnya. 
tahun anggaran, Dana Transfer kc Dess. tidak dapat disalurkan lagi ke RKD 
dan menjadi slsa Dana Transfer kc Desa di RKUD. 

(3) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai 
Dana Transfer ke Desa yang ditunda penyalurannya sebagalmana dimaksud 
pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran bcrjalan 
dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran 
berikutnya. 

(4) Bupati menganggarkan kcmbali sisa Dana Transfer ke Desa di RKUD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran 
berikutnya sesuai dcngan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(5) Dalam hal sisa dana Transfer ke Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada 
ayai (2) belum disalurkan kepada RKD sampai dengan akhir bulan Februari 
tahun aoggaran berjalan, sisa Dana Transfer ke Desa terscbut diperhltungkao 
sebagai pengurang daiam penyaluran Dana Transfer kc Desa Tahap U tahun 
anggaran berjalan. 

(6) Dalam bal sampai dengan sebclum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran 
berjalan, siea dana Transfer kc Dcsa scbagaimana dimaksud pada ayat (2) 
belum disalurkan kepada RKD, sisa dana Transfer ke Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) menjadi sisa Dana Transfer ke Desa di RKUN atau 
RKUD. 

(51 Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan 
sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar darl 
30% (tiga puluh perseratus], penyaluran Dana Desa yang ditunda 
sebagaimana dimaksud pada ayac (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi stsa 
Dana Desa di RKUD. 

(61 Dana Desa yang lidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayaL (5) tidak 
dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya. 
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Pasal 36 
(1) Setiap orang yang mclanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud 

clalam Pasal 33, diberiknn sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

(2) Dalam hal Kepala Desa, Perangkat Oesa dan BPD melanggar ketentuan 
larangan sebagaimana dimaksud clalam Pasal 34, diberil<an sanksi seeuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) 08.lam hal desa melanggar kctcntuan larangan sebagalmana dimaksud dalam 
Pasel 35, make kcgiatan tcrscbut dapat dihcntikan oleh Bupati clan 
selanjutnya menjadi SiLPA tahun anggaran berikutnya. 

BAB IX 
SANKS! ADMlNISTRATIF 

Pasal 35 
Dana Transfer ke Desa dilarang digunakan untuk: 
a. membiayai I [satu] kegiaean yang didanai dari 2 (dua) atau lcbih sumber 

dana seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran 
Pendapatan dan Bclanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo, dan laln-leln surnber 
yang sah tidak mengikat; 

b. membangun tempat ibadah; 
c. mclaksanakan kegiatan kepcntingan pribacli/pcrorangan, kegiatan 

kelompok/golongao yang tidak menclukung pencapaian tujuan Dana 
Transfer ke Desa; 

cl. melaksanakan kcgiatan politik; clan 
e. melaksanakan kcgiatan yang clapat merusak lingkungan bidup. 

Pasal 34 
Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD dilarang melakukan kegiatan 
perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan barang dan/atau jasa 
atau bertindak sebagai penjarnin atas kcgiatan/pckerjaan/penjualan yang 
berkaitan dengan Pemerintah Desa dan kckayaan milik Desa. 

Pasal 33 
Setiap orang yang terlibat dalam pengelolaan dana transfer ke desa dilarang 
melakukan Unclakan korupsi, kolusi dan nepousme. 

BAB Vil! 
LARA NGAN 

Pasal 32 
Pcnundaan penyaluran dana transfer kc desa sebagairnana climaksud dalam 
Pasal 28 ayat (I), mulai berlaku Tahun Anggaran 2018. 

(2) Pcmotongan Penyaluran Dana Desa sebagaimana climaksucl pada ayat ( l) 
clilakukan pada penyaluran Dana Transfer ke Desa tahun anggaran 
berikutnya. 



Pasal 38 
( 1) Dalam rangka pembioaan Dana Transfer ke Desa di tingkat Daerah dibentuk 

Tim Fasilitasi dengan Kcputusan Bupati 
(2) Tu gas Tim Fasilitasi scbagaimana dimaksud ayat (I) adalah sebagai berikut: 

a. menyusun kcbijakan tentang Dana Transfer ke Desa; 
b. melaksanakan penyebartuasan informasi data dan kebijakan tentang 

Dana Transfer ke Dese; 
c. bersama Tim Pendamping Kecamatan memberikan bimbingan 

teknis/ oriernasi kepada Desa; 
d. melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasl pelaksanaan 

dana transfer kc desa bersama dengan Tim Pendamping Kecamatan dalarn 
setiap proses tahapan kegiatan; 

e. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan 
masyarakat dan pihak lainnya dan mengkoordinasikan pada instanst 
pcngawas fungsional; dan 

f. membcrikan Iaporan pengel.olaan Dana Transfer kc Desa kcpada Bupati. 
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dlmaksud pada ayat (2) Tim 

Fasilitasi dapat dibantu oleh Tenaga Ahli. 
(4) Dalam rangka pembinaan Dana Transfer ke Desa di tingkat kecamatan 

dibentuk Tim Pendamping Kecamatan dengan Keputusan Camat. 
(5) Tim Pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat terdiri 

dari: 
a. penanggung jawab; 
b. ketua; 
c. sekretarls; den 
d. anggota. 

(6) Tim Pcndamping Kecarnatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
mempunyai tugas scbagai berikut: 
a. melaksanakan sosialisasi secara luas mengenai kebijakan, data dan 

informasi tentang Dana Transfer ke Desa; 
b. memonito.ring pelaksanaan Dana Transfer kc Oeoa di tingkat desa; 
c. melaporkan pelaksanaan Dana Transfer kc Desa; 
d. mengevaluasi pelaksanaan Dana Transfer ke Desa setiap tahunnya; 
e. membuka layanan kotak pcngaduan rnasyarakat; 
f. menindaklanjuti pengaduan rnasyarakat dan melaporkan kepada Bupati; 
g, memveriflkasi laporan realisasi penggunaan Dana Transfer ke Desa; 
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Bagian Kedua 
Pembinaan 

Pasal 37 
Pemerintah Daerah melakukan pembinaan clan pengawasan pengelolaan 
keuangan Dana Transfer kc Desa yang terintegrasi dengan pembinaan dan 
pengawasan pengelolaan keuangan desa, 

Bagian Kesatu 
Umum 

BABX 
PEMBINAAN DAN PENOAWASAN 
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Pasal 41 
(I) Dalam ha! terjadi ketcrlambatan penyalur8.Jl Dana Desa dari RKUN ke RKUD, 

Bupati dapat menynlurkan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Dacrah 
tcrpisah dari penyaluran Dana Desa. 

(2) Penghaailan tetap dan tunjangan Kcpala Dcsa dan/ atau Pcrangkat Desa yang 
t:idak dapat terbayarkan kepada yang berhak pada tahun anggaran 2017, 
daper dibayarkan pada tahun anggaran 2018 sesuai besaran penghasilan 
tetap dan tunjangan pada tahun 2017. 

BAB XII 
KE1'EN1'UAN PERALIHAN 

Paeel 40 
{I) Bupati dapat melakukan evaluasi atas kinerja pengelolaan keuangan Dana 

Transfer kc Desa bcrdasarkan indikator ketertiban adminitrasi pengelotaan 
keuangan desa. 

(2) Atas dasar evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I). Bupati dapat 
mcmbcrikan penghargaan kepada desa, 

BABXI 
EVAWASI K!NERJA PENGELOLAAN DANA TRANSFER KE DESA 

Pasal 39 
Pengawasan terhadap pelaksanaan Dana Transfer kc Oesa meliputi : 
a. pengawasan yang dilalcukan olch Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan 

pengelolaan keuangan desa dalam rangka meningkatkan kinerja dan 
akuntabilitas PTPKD dan pclaksana kegiatan; 

b. pengawasan yang dilakukan oleh masyaraJ<at dan BPD dalam rangka 
meningkatkan kincrja pemerintah desa dan ttansparansi;dan 

c. pengawasan fungsional yang dilakukan oleh APIP, yakni melakukan 
perneriksaan atas pertanggungjawaban pelaksanaan Dana Transfer ke Desa, 
yang terintegrasi dengan pemerikeaan atas pertanggungiawaban pengelolaan 
keuangan desa. 

Bagian Ketiga 
Pengawasan 

h. memvcrifikasi persyaratan penyaluran dan pcncairan dana transfer ke 
dcsa; 

i. fasilitasl pengesahan RAB dan gambar oleh Camat; dan 
j. fasilitasi dan koordinasi dengan Perangkat Oaerah terkait untuk 

pengesahan RAB dan gambar. 
(7) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pads ayat (5) Tim 

Pendamping Kecamatan dapat dibanru oleh Pendamping Oesa. 
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EKO SUTRISNO WIBOWO 
SERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2018 NOMOR / 

Diundangkan di Wonosobo .t..Q 8 
pada tenggal /! (P"' v,n I 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO, 

Ditetapkan di Wo 
pads tanggal // 

Pasal 44 
Peraruran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah K aten Wonosobo. 

PasaJ 43 
Dengan berlakunya Peraturan Bupati lni, maka Peraturan Bupati Wonosobo 
Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana 'l'ransfer ke Desa 
Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 Nomor 42) dicabut 
dan dinyatakan tidak berlaku. 

BAB XIV 
K£TENTUAN PENUTUP 

Pasal 42 
(I} Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara dan pihak yang terkait langsung 

dengan pelaksanaan Dana Transfer ke Desa yang karena perbuatannya 
melanggar hul<Um atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya 
dan secara langsung merugika.n keuangan deea, wajib mengganti kerugian 
terscbut, 

(2) Kerugian keuangan Dana Transfer kc Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
( I) diselesaikan sesuai dengan ketentuan dalam pedoman pengelolaan 
kcuangan desa dan peraturan perundang-undangan. 

BAB XIII 
KERUGIAN KEUANOAN 



•Df!sain diatas hanya merupokan. contoh. desa dapat mengem.bangkan desair: sendiri akan 
tetapi tetap mempernatikan: konten substansi informa$i, minim.al s 'pada contoh gambar di 
atas yo.krti nama bgfata.n, buaran nomtna.l lcegiatan dan pe. ung Jawa.b keg(at.an.. 

CONTOH MEDIA V!SUALATAU fNFOGRAFIS 
RENCANA PENGGUNMN DANA TRANSFER KE DESA 

Lampiran I : Peraturan Bupati Wonosobo 
Nomor I Tahun 2018 



t. BIDA!fG PEMBANGUNA!f 
Kegiatan pembangunan desa difokuskan untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan 
kemiskinan melalui pemcnuban kebutuhan dasar, pembangunan sarans dan 
prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan 
sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Kegiatan-kegiatan 
pembangunan Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut: 
a. Pencadaan, pembangun.a.n. peagemban,gan d.an pemeUharaan saran.a 

pra.aara.aa Deaa .. 
I) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemellharaan sarana 

dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain: 
a) pembanguoan dan/atau perbaikan rumah eebat untuk fakir miskin; 
b) penerangan lingkungan pemukiman 
c] pedestrian 
d] dralnaee 
e) selokan; 
ij tempat pembuangan sampah: 
g) gerobak sampah; 
h] kendaraan pengangkut sampah: 
!) mesin pengolah sa.mpab; dan 
Jl sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesual 

dengan analisis kcbutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam 
musyawarah Desa, 

2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemelibaraan sarans 
a) tambatan perahu; 
b) jalan pemukiman; 
c) jalan poros Desa: 
d] jalan Desa antara permukiman ke wnl\)lah pertanlan; 
e] jalan Oesa antara permukiman ke Iokasi wisata; 
ij jembatan Desa; 
g) gorong-gorong; 
h] terminal Desa; dan 
!) sarana prasarana tranaportasi lainnya yang sesuai dengan analisis 

kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah 
Desa. 

3) Pengadaan, pembangunan, pcngcmbangan dan pemeliharaan sarana 
a) pembangkit listrlk tenaga mikrohidro; 
b) pembangkit llsttik tenaga diesel; 
cl pembangkit listtik teoaga matabari; 
d) instalasi biogas; 
e) jaringan dtstribusi tenaga listrilc; dan 
Q sarana prasarana energ! lainnya yang sesuai dengan analisis 

kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah 
Desa. 

4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan 
prasarana infonnasi dan komunikasi, antara lain: 
a) jatingan internet untuk warga Desa; 
b) website Desa; 
c) peralatan pengeras suara (wl'dspeaker); 
d] telepon umum; 
e) radio Single Side Ba,;d (SSB); dan 

KBGIATAN PRIORITAS DANA DESA 

Peraturan Bupati Wonosobo 
Nomor / Tabun 2018 

Lampiran II 



ij sarana prasarana komunikaei lainnya yang sesuai dengan analisis 
kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah 
Desa. 

b. Penlngkat&n Kualltaa dan Altaes terhadap Pelayanan Soalal Daaar. 
1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliha.raan sarans 

prasarana kesehatan, antara lain: 
a) air beraih berskala, Desa; 
b) sanitasi lingkungan; 
c) jambanisast; 
d] mandi, cuci, kakus (MCK); 
e) mobil/kapal motor untuk ambulance Desa; 
ij alat bantu penyandang drsabilitas; 
g) panti rehabilitasi penyandang disabilitas; 
h) balal pengobatan: 
n posyandu; 
Jl poskesdes/polindes; 
k} posbindu; 
I) ragen rapid res kid untuk menguji sampel-eampel makanan: dan 
m) sarana prasarana kesehatan laJnnya yang sesuai dengan analisis 

keburuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah 
Desa. 

2) Pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana 
prasarana pendidikan dan kebudayaan aruara lain: 
a) taman bacaan masyarakat; 
b) bangunan Pendidikan Anak Usia Dini: 
c) buku dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini la.inuya; 
d) wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini; 
e) taman belajar keagamaan: n bangunan perpustakaan Desa; 
g) buku/bahan bacaan; 
h) baJai pelatihan / kegiatan belajar masyarakat; 
i) sanggar seni; 
j) film dokumenter; 
k) peralatan kcsenian; dan 
1) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai 

dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang dlputuskan dalam 
mueyawarah Desa. 

c. Penpdaa.n, pembangunan, pengemban1an Un pemeliharaan aara.na 
praaarana uaaha ekonoml Desa. 
I) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana 

prasarana produksl usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan 
usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan pada pembentukan 
dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan 
kawasan perdesaan, antara lain: 
a) bendungan berskala kecil; 
b) pembangunan atau perbaikan embung; 
c) irigasi Desa: 
d) peroetakan Jahan pertanian; 
e) kolam ikan; 
Q kapal penangkap ikan: 
gj tern pal pendaratan kapaJ penangkap ikan: 
h) tambak garam; 
i) kandang ternak; 
j) mesin pakan temak; 
k) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan): dan 
I) sarana prasarana produksi pertanian lalnnya yang sesuai dengan 

analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang cliputuskan dalam 
musyawarah Desa. 



2) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan 
prasarana pengolaban basil pertanian untuk ketahanan pangan dan 
usaha pertanian yang difokuskan pada pembentukan dan 
pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan 
kawasan perdesaan, antara lain: 
a) pengeringan hasil pertanian seperti: lantal jemur gabah, jagung, 

kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan; 
b) lumbung Desa; 
c) gudang pendingin (cold storage); dan 
d) sarana dan prasarana pengolaban hasil pertanian lainnya yang 

sesuai dengan analiais kebutuhan dan kondisi Desa yang 
diputuskan dalam musyawarah Desa, 

3) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan 
prasarana Jasa dan industri kecil yang difokuskan pada pembentukan 
dan pengembangan produk unggulan desa dan/ atau produ k unggulan 
kawasan perdesaan, antara lain : 
a) mesin jahit; 
b) peralatan bengkel kendaraan bermotor; 
c) mesin bu but untuk mebeler; dan 
d) sarana dan prasarana jasa dan indusbi kecil lainnya yang sesual 

dengan analisie kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam 
musyawarah Desa. 

4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan 
prasarana pemasaran yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu 
produk uoggulan, antara lain: 
a) pasar Desa; 
b) pasar sayur; 
c) pasar hewan; 
d) tempat pelelangan ikan; 
e) toko online; n gudang barang; dan 
g) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan 

analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam 
musyawa.rah Desa, 

5) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan 
prasarana Desa Wisata, antam lain: 
aj pondok wisata; 
b) panggung hiburan; 
c) kios cenderamata; 
d) kios warung makan; 
e) wahana permainan anak; 
ij wahana permalnan outbound; 
g) taman rekreasi; 
h) tempat penjualan tiket; 
i) rumah penginapan; 
j) angkutan wisata: dan 
kl sarana dan prasarana Desa Wisata lalnnya yang sesuai dengan 

analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang dipuruakan dalam 
musyawarah Oesa. 

6) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemellharaan sarana dan 
prasarana Teknologi Tepat Guna (TTGj untuk kemajuan ekonomi yang 
difokuskan pada pembcntukan dan pengembangan produk unggulan 
desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain: 
a) penggilingan padi; 
b) peraut kclapa; 
c) penepung biji-bijian; 
d) pencacah pakan ternak; 
e) sangrai kopi; 



U. BIDANO PEMBERDAYAAN MASYARAXAT DESA 
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakar dilaksanakan melaluJ upaya 
pengembangan kemandirian dan kesejabteraan masyamkat dengan 
meningkatkan pengctahuan, sikap, kererampilan, perilaku, kemampuan, 
kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melaJuj penetapan kebijakan, 
program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalab dan 
prioritas kebutuhan masyarakat Desa, Kegiatan-kegiatan Pemberdayaan 
Masyarakat Desa yang dapat dibiayai Dana Dcsa adalab sebagai berikut 
a. Penlngkatan Kwolltu dan Aksea terhadap Pelayanan Soaial Dasar 

l) pengelolaan kegiatan pela,yanan keseb.atan masyarakat. antara lain: 
aJ penyedJaan air bersih; 
b) pelayanan kesehatan lingkungan; 
cl kampanye dan promoei hidup sehat guna mencegah penyakit seperti 

penyakit meaular, penyakit seksual, HJV f AIDS, ruberkuloais, 
hipertenai, diabetes mel/i.tus dan gangguan jiwa; 

d) bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat.; 
e) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk 

peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah; 
Q kampanye dan promos! hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan 

anak dan perlindungaa Anak; 
g) pengelolaan balai pengobatan Desa dan persaunan; 
b) perawatan kesehatan dan/ atau pendampingan untuk ibu hamil, 

nifas dan menyusui; 
i) pengobatan untuk lansia; 
Jl ketuarga berencana; 
k) pengelolaan kegiatan rebabilitasi bagi penyandang disabilitas; 
JJ pelatihan kader keeehatan masyarakat; 
m) pelatihan hek-bak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan 

perltndungan Anal<; 
n) pelatihan pangan yang sehat dan aman; 
o) pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman; dan 

Q pemotong/pengiris buah dan aayuran; 
g) pompa air; 
h) traktor mini; dan 
i) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan analisis 

kebutuhan dan kondisl Desa yang diputuskan dalam musyawarah 
Desa.. 

d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan clan pemellharaan aa.rana 
pruanona untuk pelestarian lln&kuna:an hldup antara lain: 

I) pembuatan terasering; 
2) kolam untuk mata air; 
3) plesengan sungai: 
4) pencegahan abrasi; dan 
SJ earana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang 

sesuai dengan analisls kebutuhan clan kondisi Desa yang diputuskan 
dalam musyawarah Desa. 

e. Peqa.daan, pemban;gunan, pencembanga.n dan pemeUharaan aa.nna 
praaarana untuk penanggulanpn bencana a.lam da.n/atau kejad.ian luar 
blua Jainnya yang mellputl! 

I) pembaogunan jalan evakuasi dalam bencana gu.nung berapi; 
2J pernbangunan gedung pengu ngsian; 
3) pembersi.ban lingkungan perumahan yang terkena bencaaa alam; 
4) rehabilite.si dan rekonetruks! liagkungan perumahan yang terkena 
SJ bencaaa alam; dan 
6J saraaa prasarana untuk penanggulaagan bencana yang lainnya sesuai 

dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam 
musyawarah Desa.. 



2) pengelolaan kegiaran pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara 
lain: 
a) bantuan insentif guru PAUD; 
b) bantuan insentif guru taman belajar keagamaan; 
e] penyelenggaraan pelatihan kerja; 
di penyelengaraan kursus seni budaya; 
e) bantuan pemberda,yaan bidang olabraga; 
ij pelatihan pembuatan film dokumenter; dan 
g) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang 

sesuai dengan analisis keburuhan dan kondisi Desa yang 
dipuruskan dalam musyawarah Desa. 

b. Pengelolaan san.oa dan prasanna llngkungan berdaoarkan kemampuan 
teknls dan aumber daya lokal yanc tenedia 
1) pengelolaan lingkungan perurnahan Desa, antara lain: 

a) pengelolaan sampah berskala rumah tangga; 
b) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan 
c) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan 

analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang dtputuskan dalam 
rnusyawarah Desa. 

2) pengelolaan transportasi Desa, antara lain: 
a) pengelolaan terminal Desa; 
b) pengelolaan tambatan perahu; dan 
c) pengclolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan anallsis 

kebutuhan dan kondisJ Desa yang diputuskan dalam musyawarah 
Desa. 

3) pengembangan energi terbarukan, antara lain: 
a) pongolahan limbah pelernakan untuk energi biogas; 
b) pembuatan bioethanol dari ubi kayu; 
c) pengolaban minyak goreng bekas menjadi biodiesel; 
d) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan 
e) Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan 

analisis kebutuhan dan konclisi Desa yang diputuskan dalam 
musyawarah Desa. 

4) pengelolaan informasi dan komunikasi, anrara lain: 
a) sistem inform.as! Desa: 
b) koran Desa; 
c) website Desa; 
d) radio komunitas; dan 
e) pengelolaan informasi dan kornunikasi lainnya yang sesuai dengan 

analisia kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam 
musyawarah Desa. 

e. Po.ngclolaan uaaha ekonomi produktif aerta pengelolaa.n sa.rana dan 
p.ra.aara.na ekonom.l 
l] pengelolaan produksi usaba pertanian untuk ketahanan pangan dan 

usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan 
pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan 
kawasan perdesaan, amara Jain: 
a) pembibitan tanaman pangan; 
b) pembibitan tanaman keras; 
c) pengadaan pupuk; 
d) pembenihan ikan air tawar; 
e) pengelolaan usaha hutan Desa; 
I) pengelolaan usaha hutan sosial; 
g) pengadaan bibit/induk ternak; 

p) kegiatan pengelolaan pelayo.nan kesehata.n masyamkat Desa Jainnya 
yang sesuai dengan kewenangan Desa dan dtputuskan dalam 
musyawarah Desa, 



h) inseminasi buatan: 
i) pengadaan pakan temak; dan 
j) sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai 

dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam 
musyawarah Desa. 

21 pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan 
dan usaha pertanian yang difokuskao pada kebijakan satu Desa satu 
produk unggulan, antara lain; 
a) tepung tapioka; 
b) kerupuk; 
cJ keripik jamur; 
d) keripikjagung; 
e} ikan asio; 
D abon sapi: 
g) 
h) 
i) 
j) 
k) 

susu sapi; 
kopi; 
coklat: 
karet; dan 
pengolahan basil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis 
kebutuhan dan kondisi Oe$8. yang diputuskan dalam musyawarah 
Desa. 

3) pengeJolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan pada 
kebija kan satu Desa saru produk unggulan, antara Jain: 
a) meubelair kayu dan rotan, 
b) alat-alat rumah tangga, 
c) pakaian jadi/konveksi 
d) kerajinan tangan: 
e) kain tenun; 
Q kain batik; 
g) bengkel kendaraan bermotor; 
h) pedagang di pasar: 
i) pedagang pengepul; dan 
j) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan 

analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam 
musyewarah Desa.. 

4) pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersarna, 
antara lain: 
a) pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; 
b] penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersarna; 
c) penguatan permodaJan BUM Desa dan/atau BUMDesa Bersama: dan 
d) kegiatan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama 

lainnya yang sesuai dengan kewenangnn Desa diputuekan dalam 
musyawarah Desa, 

S) pengembangan usaba BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang 
difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan 
desa danj atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain; 
a) pengelolaan hutan Desa; 
b) industri air minum; 
c) industri pariwisata Desa; 
d) industri pengolahan ikan: dan 
e) produk unggulan lainnya yang eesuai dengan analisis kebutuhan 

dan kondisi Desa diputuskan dalam musyawarah Desa. 
6) pengembangan usaha BUMDesa dan/ atau BUMDesa Bersama yang 

difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain: 
a) pernbangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga; 
b) pengadaan dan penyewaan alaL transportasi; 
c) pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan 



d) pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang 
sesuai dengan analisis keburuhan dan kondisi Desa yang 
diputuskaa dalam musyawarah Desa. 

7) pembentukan dan pengembangaa usaha ekonomi masyarakat dan/atau 
koperasi yang dirokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk 
unggulan, antara lain: 
a) hutan kemasyarakatan; 
b) hutan tanaman rakyat; 
c) kemitraan kehutanan; 
di pembentukan usaha ekonomi masyarakat; 
e) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha 

ekonomi masyerakat; dan 
ij pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lalnnya yang 

sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang 
dipuruskan dalam musyawarah Desa. 

8) pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna fl'TGI untuk 
kemajuan ekonom.i yang difokuskaa kepada pembentukan dan 
pengcmbangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan 
kawasan perdesaan, antara lain: 
at sostalisasi TTG; 
b) pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa 
cl percontoban TTG untuk produksi pertanlan, pengembangan aumber 

energy perDesaan, pengembangan sarana transportasi dan 
komunikasi serta pengembangan jasa dan industri keeil: dan 

d) pengembang,an dan pemanfaatan ifG lainoya yang sesual dengan 
analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalarn 
musyawarah Desa. 

9) pengelolaan pemasaran hasll produksi usaha BUM Desa dan usaha 
ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan 
pengembangan produk unggulan desa dan/ntau produk unggulan 
kawasan perdesaan, antara lain: 
a) penyediaan informasl barga/pasar: 
b) pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat 

dan/atau koperasi; 
c) kerjasama perdagangan antar Desa; 
d] kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan 
e) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis 

kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskaa dalam musyawarah 
Desa. 

d. Penguatan kealapala&aan maayarakat Dea dalam mencJ>adapi bencana 
oerta kejadlan luar blasa lalnnya yang mellputl: 
l) penyediaan layanan lnformasi tentang bencana alam; 
2) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapl beocana alam; 
3) pelatihan tenaga sukarelawan unruk penanganan bencana alam; dan 
4) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang Iainnya sesuai dengan 

analisie kebutuhan clan kondisi Desa yang diputuskan dalam 
musyawarah Desa. 

e. Poloatarlan llnglrungan hldup antara lain: 
I) pernbibitan p0hon langka; 
2) rebclsaai; 
3) rehabilitasi lahan gambut; 
4) pembersihan daerah aliran sungai; 
5) pemeliharaan hutan bakau; 
6) perlindungan terumbu karang; dan 
7) kegiatan Jainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi 

Desayang diputuskan dalam musyawarah Desa. 



f. Pembordaya.att maayarakat Deaa untuk memperkuat tata kelola DeM 
yang demokratls 
11 Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan 

pembengunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, 
an tara lain : 
a) pengembangan sistem mformasi Desa; 
b) pengembangan pusat kemasyarakatan atau balai rakyat; dan 
c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analrsis kebutuhan dan kondisi 

Desa yang dipuruskan dalam musyawarab Desa. 
2) Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara 

berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya maousia dan 
sumber daya alam yang ada di Ocsa, antara lain: 
a) penyusunan arah peogembangan Desa; 
b] penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang 

berkelanjutan: dan 
c) kegiatan lainnya yang seeuai dengan analisie kebutuhan dan kondisi 

Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa, 
3) Menyusun perencanaan pembangunan Dcsa seeuai dengan pricritas, 

potcnsi, dan nilai kearifan lokal. antara lain: 
a) pendat.aan potensi dan aset Desa; 
b} penyusunan profil Desa/data Desa; 
c} penyusunan peta aset Desa: dan 
d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis keburuhan dan kondisi 

Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 
4) Meoyusun perencanaan dan penganggarar, yang berpihak kepada 

kepentingan warga miskin, warga disabllitas, perempuan, anak, dao 
kelompok marginal, antara lain: 
a) sosialisasi penggunaan dana Desa; 
bl penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga 

clisabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; 
c) pcnyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, 

perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan 
d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi 

Desa yang cliputuskan dalam musyawarah Desa. 
5) Mengembangkan sisrem rransparansi dan akuntabllitas dalam 

pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara 
lain: 
a) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis 

data digital; 
b) pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk 

publik; 
c) pengembangan ststem informasl Desa; dan 
d) kegiatan lainnya yang seeuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi 

Desa yang diputuskan datarn musyawarah Desa. 
6) Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa 

yang dilakukan mclalui musyawarah Desa, antara lain : 
al penyebarluasan tnformasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal 

strategis yang akan clibahas dalam Musyawarah Desa; 
b) penyelenggaraan musyawarah Desa; dan 
c) l<egiatan lainnya yang sesuai dengan enalisis kebutuhan dan konclisi 

Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 
7) Melakukao pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan 

pelatihan kader pemberdayaan masyarakat desa yang diselenggarakan 
di desa. 

8) Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya 
manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Lumbung Ekonomi 
Desa yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, 
antara lain: 



a) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil 
dan perdagangan 

b) pelatihan teknologi tepat guna; 
c] pelatihaa kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa sesuai 

kondisi desa; dan 
d) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung 

pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau 
produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan analisis 
kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah 
Desa. 

9) Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara 
partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain: 
a) Pemantauan berbasis komuoitas; 
b) Audit berbasis komunitas; 
c) Pengembangan unit pengaduan di Desa; 
d) Pengembangan bantuan hukum dan paralegal untuk penyelesaian 

m.asa.Iah secara mandiri oleh Desa; 
e) Pengembangan kapa.sitas paralegal Dess; 
Q Penyelenggaraan musyawarah Desa untuk ggungjawaban dan 

serah terima basil pembangunan Desa; dan 
g) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analis · tuhan dan kondisi 

Desa yang diputuskan dalam musyawarab 
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1 PenMJY{\.IJ'\rdawab 
2 Keiua: 
3 Scktebui., 

TArl0/1 TANOAN TIM PENDAMl'INO KIOCI\MAT.W 

1(0 J'B.MlS YA.1f0 DIWRIPIKA.SJ ADA/ URA1Alf CAT AT AH 
Tll>AK 

I laporan RcaJisa,si Pelaksanaan a Berdi1$\rkan Lamplrnn XVII 
AnAAfu'1\n r.ieudapotWJ dan Bclaaju Detsa Pc:rbup Wono:sobo Nowor 75 
IAPOOe~ Semester- Pcrtama Tahun 2015 

b Kesesuaian de""'"'n SPJ 
2 Lapomn Realisasi Pcnggunaan Dana a Laporan renliaa.si Pcn@gunaan paling kurang Onna 

'flrans.f:er ke Dcsa Mmpaf dengtui 1'8.http Dono o.,.., (OD) °""" Tohn.p I (I. II telM 
ti digunaJ.:an acbcsar 75% 

(tujuh puluh l:uno. puluh 
per srratus1 

b l;aporan tt:aliMt.!11 PcnP,gun.aan 
lilok.Ml 01\na. OclR! (i\00) 

c Laporan rcatisasl Penggunaan 
t)o11n Bnp) HR~ t'ajt'.k dQn 
Rctribusi Oacrah (DBHPROJ 

d taperen CapAian Ourpul Dana paling kurang Dana 
v.... De .. T11bap I & 11 tel•h 

mencapat output haaiJ 
kr.gftitan sebeser 50% 
fUma puJub per sernlusJ 

e lAporun C,lpll.f:&n QUll)Ul 
Alokru.l Dcsa. 

f 1.nponm Citpnlan Outpul OMO 
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 
D"-" (1)6HPRD) 

g Foto Kegjatan Realisasi 
Pcnggunaon Dana 1'ram1fcr ke 
l>e.., 

3 Bttite Accmt l.aporttn J>tn.ggunw.m Drum Oitnndru.nnpni Kode:s dan Ketui, 
'Tmnsfer ke Oe&a Sampai Dcngan Tahap BPD 
II kcpa.da BPO 

• Cc>py Reke.ning Kas Oesa Kesesuaian dangan M.ldo kas 

DBSA 
KECAMATAJf 

Formftl. LembfU' Veriftkui Pennohonan Pcnyaturan Dana Transfar Kc Desa Tahap m 

LE.MB.AR VBRinKA.81 PBRMOHONAN PENYALURAN DANA TRAJfSJ'&R KE DBSA TAHAP m 

Lampiran JV: Pcraluran Bupati Wonosobo 
Nomor / Tahun 2018 



PlHAK KEDUA bertanggung jawab atas laporan penatausabean keuangan 
beserta bukti-bukti pengeluaran atau belanja atas dana kegiatan yang 
dikelola dan sanggup melaporkan kepada Bendahara Desa dengan tepat 

wakru. 

PIHAK Kl!:DUA menyatakan bertanggung jawab terhadap atas penggunaan 
dana yang diterima sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan dan 

bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundangan-undangan apabila 
di kemudian hari terjadi penyimpangan dalam penggunnan sehingga 
menimbulkM kerugian keuangan Desa. 

( ); 
Rp eebesar 3. Kegiatan 

( ,. ); 

Rp scbesar 2. Kegiatan 
( ) ; 

PIHAK KESATU menyerahkan kepada PLHAK KEDUA dan Pa-tAK KEDUA 

menerima dari PIHAK KESATU dana sebagai berikut: 
l. Kegiatan sebesar Rp 

Dalam hal ini untuk dan atas nama jabatannya selanjutnya clisebut 
PlHAK KEDUA. 

: Ketua Tim Pelaksana Kegiatan .. 

. . . . 2. Nama 
Jabatan 

Dalarn bal ini untuk dan atas nama jabatannya selanjuu,ya dlsebul 

PLHAK KESATU. 

: Kepala Desa . Jabatan 

Pada hari ini tangga.1 bulan tahun , 
yang bertanda tangan di bawah ini : 
1. Nam.a : . 

PENYERAHAN DANA KEGIATAN 
DESA KECAMATAN . 

TAHUN ANGGARAN . 

BERITA ACARA 

Format tentang Berita Acara Serah Terima Dana Kegiatan. 

Lrunpiran V : Peraturan Bupati Wonosobo 
Nomor I Tahun 2018 



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

PIHAK KESATU 
(yang menyerahkan) 

Ke pa.la Desa .. 

PIHAK KEDUA 
(yang menerima) 

Demlkian Serita Acara ini dibuat dan ditandacangani kedua belah 
pihak pada tanggal tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana 

perlunya. 



KE PALA DESA , 
a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan yang 

didanai dari Dana Transfer ke Desa perlu ada Tim Pelaksana 
Kegiatan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada 
huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang 
Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan; 

I. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbang;u, 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negitta Republik 
Indonesia Tahun 20ll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tohun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksaaaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu a 201'1 Nomor 123); 

7. Pcraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa 
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); 

8. Peraturan Bupati Wonosnbo Nomor: tentang Pedoman 
Pelaksanaan Dana Transfer Ke Desa Tahun ; 

9. Pera.tu.ran Bupati Wonosobo Nomor: tentang Penetapan 
Dana Transfer Ke Desa Tahun ; 

10. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang APB oesa . 
Tahun ; 

PEMBE!NTUKAN TIM PEL.AKSANA KEGlATAN 

KEPUTUSAN KE PALA DESA . 
K.ECAMATAN KABUPATEN WONOSOBO 

NOMOR: 143/ / . 

TENTANO 

Mengingat 

Menimbang 

KOP DESA 

Format Keputusan Kepala Desa Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan 

Lampiran V1 : Peraruran Bupatl Wonosobo 
Nomor J Tahun 2018 



........................ 

KEPALA DESA , 

Ditetapkan di . 
pada tanggal .. 

Membcntuk Tim Pelaksana Kegiatan dengan susunan keanggot.aan 
sebagaimana tercanlum dalam Lampiran Keputusan ini. 
Tugas Tim sebagairnana dimaksud Diktum Ke:8ATU, meliputi: 
a. menyusun RAB kegiatan; 
b. memfa.silitasi penyusunan RAB teknis dan gambar untuk kegiatan 

pembangunan flsik; 
c. melaksanakan survey harga barang seternpat sebagal dasar 

pembuatan RAB kegiatan; 
d. mengajukan pencairan dam, kegiatan kepada Kepala Desa dengan 

Surat Permintaan Pernbayaran: 
e. melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan di dalam APBDesa; 
r. melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa dengan card 

swakelola roaupun melalui penyedia barang/jasa sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan: 

g. mencatat proses penerimaan dan pengeluaran dana kegiatan pada 
Buku Kas Pembantu Kcgiatan; dan 

h. menyerahkan bukti transaksi kepada Bendahara Desa dan 
bertanggungjawab penuh atas kebenaran rormal clan material alas 
dana kegiaran yang dikelola yang dinyatakan dcngan Surat 
Pernyataan Tanggung Jawab Belanja. 

Scmua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan 
ini dibebankan kepada APBDes Tahun .. 

: Keputusan lni mulai bcrlaku pada tanggal ditetapkan. 

MEMUTUSKAN : 

KEEMPAT 

KETIGA 

KEDUA 

Menetapkan 
KESATU 



.. ... .. . . .. . . . ... . . . . . .. . .. .. 

Kepala Desa . 

NO !IA.MA JABATAII JABATAII KEGlATAII 
DALAM TDI YANG DlA!dPtl 

A. BIDAIIO PE1fYU.Ell'OOARAAII' PZ:Ju:RIIITABAII 
l. .... Kepala Seksl Penyelenggaraan Ketua I. Kcgiatan ... 

Pemerimahan ~. Kegiru.an ... 
2. . . . . . ... . ... 3. Kegiatnn ... 

4. Keglnuw ... 
3. ... . . . . . . ... 5. Kc~iata.n ... 

B. BIDAllO PEMBI!fAAll K!:MA8YARAKATAll 
I. .... Kepnln Seksi Pembinaan Kctua l. Keglallln ... 

Ke mas yam.kn.tan 2. Kegiatan ... 
2. .... .... . ... 3. Kegiatan ... 

4, Kegiatan ... 
3. ... . .... "" 5. Kegw.tan ... 

C. BIDAJIO PELAKIIAll'AAN PEMDAllOUl'lAll 
l. .... Kepela Seksi Pclnksaaaan Kc-Lua l. KegfAtan ... 

Pcmbanguna.o 2. Kegintan ... 
2. .... .... . ... 3. Kegiatan ... 

4. Kegiatan ... 
3. ... .. ... . ... 5. Kegiatnn ... 

D. BIDAIIG PEMBERDAYAAll llASYARAKAT 
I. .... Kepala Seksi Pembcrdayrum Kctua I. Kegiat.an ... 

Maayarake.l 2. Keglatan ... 
2. . . . . . ... . ... 3. Keglatrul ... 

4. Kegiatan ... 
3. ". . .... . ... 5. Keglatan ... 

DAFTAR MAMA TIM PBl,AKSAl'IA KEGIATAl'I 

Tanggal : .. 
Nomor : . 

Lampiran : Keputusan Kepala Desa . 
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( ) 

M&NOESAHKAN, 
CAMI\T ........ 

( ) ( ) 

(PEl'IYUSUN) 
Mengetahui. 

KEPALA DESI\ 

............................... 2018 

NO URAIAN PEKER.JAAN ANAUS 
VOWME/ HJIRGA HJ\ROA JUM.J.J\JI 

SAT SATUAN KESATUAN 
I 2 3 • 5 6•4X5 7 

JUMLI\H TOT AL. 
OIBUI..ATKAN 

Tcrb' : 

PEKERJMN 
LO KASI 
SUMBER ANGOARAN 
DESA 

RENCANA ANOGARIIN BIAVA (RAB) 

Fonnat 8.1 Format Renca.na Anggaran Biaya Dengan Pengesahsn Camat 



( ) 

MENOESAHKAN 
KEPALA UPTO WJLAYAH 

OPUPR KAB. WONOSOBO 

[ J ( ) 

(PENYUSUN) 
Mengetahui, 

KEPALA OF.SA 

............................... '2018 

NO UIWAN PEKERJMN AN AUS 
VOLUME: I flAROA HA ROA JUMLAH 

SAT SATUAN KESATUAN 
1 2 3 ~ 5 6•4X5 7 

JUMLAH TOTI\L 
D!BULATKAN I 

TerbiJanl) : 

PEKER.JMN 
LOKASL 
SUMBER ANGOAR<\N 
DESA 

RENCAJ'IA ANOOARAN BIAVA (RAB] 

Format B.2 Fotmat Rencana Anggaran Biaya Dcngan Pengesahan OPUPR 



( , 
CAMAT . 

MENGESAHKAN, 

( ) ( ·· I 

(PENYUSUN) 
Mcng.etabul. 

KEPALADESA 

............................... 2018 

NO 
URAlAN BAHAN I VOWME/ $AT HARO A JUMLAH 

TO'l'AL 
TENAGA SATUAN JUMLAH 

I 2 3 4 5• 3X4 6 

A TENAGA 
1 Pekcri.a HOK 
2T HOK 

B MATERIAL. Ch-arlni + PPN lOo/ol 

JUM I.AH TOTAL 
DIBULATKAN 

TerbilanJZ : 

PEKl>RJMN 
LO KASI 
SUMBER ANGGARAN 
DESA 

DAFT AR KEBUTUHAN TENAGA KERJA DAN MATERIAL 

Formal C. l Formal Mcndi& Oe.ngan Peng,esahan camat 



( ) 

MENOESAHKAN, 
KEPA!.A UP'l'O WU...YAH 

OPUPR KAB, WONOSOBO 

I ) ( t 

(PEl'MJSUN] 
Mengetahul, 

KEPALADESA 

.............................. ,2018 

NO IJRA1AN BAHAN I VOLUME / SAT HAAGA JUMLAfl TOTAL 
TE:NAOA SATUAN JUMLAH 

l 2 a 4 5=3X4 6 

" TENAGA 
1 Pekerie HOK 
2 Tukan2 HOK 

B MATERIAL lhar + PPN 10%1 

JUMLAH TOTAL 
OIBULATKAN 

Terbi.lAn" ; 

. 
' 

PEKERJMN 
LO KASI 
SUMBER ANOCIARAN 
DESA 

OAFTAR KEBUTUHAN TENAGA KERJA DAN MATERIAL 

Format C.2 Format Mendis Dengan Pcngesahan DPUPR 



( ) 
3 . 
2. """"" 
.l .. 

TIM SURVEY : 
NAMATOKO 

. , '20L8 
") Harga barang ini adalah harga barang .a,npai di desa. 

NO NAMABAHAN SATUAN 
HARGA SPESIFIKASJ SEBELUM 

l 2 3 4 5 •3 X4 

KECAMATAfl 
DESA 
PERIODE BULAN SURVEY 

DAPTAR SURVEY MAROA BAHAN DAN ALAT 

Format D. I Format Harga Survey Per Toko 



3 .. 
I ] 

2 .. 

• , 2018 
OISAHKAN OLEH 

KEPALA Dl!:SA TIM SURVEY: 
I , . 

·, HtUp, barang int t\dQ!Qh ht\r~ bo.ra.n.s sampai di de:sa. 

HARGA SEBEWM PAJAK •} HA ROA HARO A 
NO NAMABAHAN SATUAN TERTINGGI 

TeRTlf<OOl + 
TOKOA TOKOB TOKOC PPH 

I 2 3 • 5 6 7 8 

KECM4ATAN 
DESA 
PERIODE BULAN SURW : 

DAF'l'AR SURVEY H.AROA SA HAN DAN Al.AT 

Format 0.2 Fonnat Harga Survey Per Toko 



1. Undang-Undsng Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Nomor 4286): 

2. Undsng-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Desa [Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambaha.n Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangaa Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

4. Undsng-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 201 I 
Nomor 82, Tambaban Lembaran Negara Repubtik 
Indonesia Nomor 5234); 

5. Peratnran Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pela.ksanaan Undsng Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123); 

KEPALA DESA , 
a. bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan fislk yang 

efisien, terbuka, dan berkua.litas sanga.t diperlukan bagi 
penyelenggaraan pembangunan di dcsa, sehingga akan 
berdampak pada peningkatan kesejahteraan 
masyarakat; 

b. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan 
pernbangunan fisik. sebagaimana dima.ksud daJam huruf 
a, pertu membentuk Pejabat/ Panitia Penerlma Hesil 
Pekerjaan; 

c. bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan sebagalmana 
tersebut pada huruf a den b, meka perlu menetapken 
Keputusan Kepale Desa tentang Pembentukan 
Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Di Desa ... 
Kecamatan ... Kabupaten Wonosobo; 

Mengingat 

Menimbang 

PEMBE:NTUKAN PEJABAT /PAN1T!A PENERIMA HASIL PE:KE:RJMN 
DI DE:SA .... KECAMATAN ... KABUPATEN WONOSOBO 

KEPUTUSAN KE PALA DESA. . 
KECAMATAN .......... KABUPATEN WONOSOBO 

NOMOR: 143/ / . 

TENTANO 

KOPDESA 

FORMAT A KEPUTUSAN KE:PALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN 
PEJABAT/PANITIA PENERIMA HASIL Pl':KERJAAN 

Lampiran Vlll : Peraturan Bupati Wonosobo 
Nomor / Tahun 2018 



........................ 

KEPALA DESA , 

Ditetapkan di 
pada tanggal 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .. 

Blaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini 
dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Deaa Tah un 
Anggaran ... 

Dalam metaksanakan tugas dan kewenangannya, 
Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan bertanggungjawab 
kepada Kepala Desa ... selaku Pemegang Kekuasaan 
Pengelolaan Keuangan Desa, 

Pejabat/Panitia Penerima Hasll Pekerjaan sebagairnana 
dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas pokok 
dan kewenangan : 
I. melakukan pemeruceaan basil pekerjaan pembangunan 

fisik sesual yang tercantum dalam dokumen RAB yang 
mencakup kesesuaian jenis, spesifikasi teknis, jumlah/ 
volume/ kuantitas, mutu/ kualitas, wakru dan tempat 
penyelesaian pekerjaan; 

2. menerima hasil pekerjaan setelah melalul pemeriksaan/ 
pengujia n: dan 

3. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah 
Terirna Hasil Pekerjaan. 

Mcnetapkan yang namanya tersebut dalam l..ampiran 
Keputusan in.i sebagai Pejabat/ Panitia Penerima Hasil 
Pekerjaan di Desa ... Kecamatan ... Kabupatcn Wonosobo. 

MBMUTtlSKAl'I : 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan 
Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); 

7. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 65 Tahun 2015 
ten tang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa; 

8. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor .... Tahun .... 
tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer Ke Desa 
Tahun ... ; 

9. Peraruran Bupati Wonosobo Nomor .... Tahun .... 
tentang Penetapan Dana Transfer Ke Desa Tahun ... ; 

l 0. Pera tu ran Desa Nomor ..... Tahun .... tentang APB 
Desa Tahun ; 

KEUMA 

KEEMPAT 

KETIGA 

KEDUA 

Menetapkan 
PERTAMA 



Kepala Desa , 

NO NAMA JABATAN IN STAN SI . KEGIATAN 
I. Pembaogunan "" Ketua merangkap ... 

... Anggota 
Rp ... 

. . . Sekretaris ... 
merangkap 

Anggota 
. . . ... 

Anzzota 
2. Pernbangunan . ... Ketua merangkap . .. ... Anggota 

Rp ••. 
. . . Sekretaris ... 

merangkap 
Anggota 

. . . ... 
An•oou, 

B. PANl1'1A PENERIMA HA$1L PEKE~AAN 

NO NAMA INS TANS! . KEGlATAN 
I. Pembangunan .... . .. . . . 

Rn ... 
2. Pembangunan " .. . .. 

. . . 
Ro ..• 

A. PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN 

OAFTAR NAMA PEJABAT /PANlTIA PENERJMA HASH, PEKERJAAN 
DI DESA ... KECAMATAN ..• KABUPATEN WONOSOBO 

Lampiran : Keputusan Kepala Oesa . 
Nomor : . 
Tanggal : •.................... 



Ketua TPK ... 

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasarnanya 
diucapkan terima kasih. 

Selanjutnya hasil pekerjaan Saudara tersebut kiranya 
dapat dituangkan dalam beruuk Berita Acara Serah Terima 
Hasil Pekerjaan. 

1. Berita Acara Serah Terima Dana Kegiatan dari Kepala Desa 
ke Tim Pelaksana Kegiatan. 

2. Tanda Bukti perjaajian berupa bukti pembelian. kuitansi, 
Sunu Perintah Kerja, Surat Perjanjian/kontrak Nomor 
..... .. .... .. .. .. tanggal ...... .. ...... (Juw pekerjaan di/aksanakan 
oleh Pihak Penyedia Barang/ Jasa). 

3. Kelengkapan sesuai bidang pekerjaan, sekurang-kurangnya : 
a. Pekerjaan Konstruksi : foto visual kemajuan pekerjaan 

(sekurang-kurangnya Oo/o, 50"/o, dan 100%), bukti-bukti 
belanja, laporan pekerjaan. 

b. RAB dan Oambar 

Sebagai bahan pertimbangan, berikut terlampir : 

Sehubungan dengan telah diselcsaikannya kegiatan 
pembangunan ..... di .... senilai Rp .... oleb Tim Pelaksana 
Kegiatan .... , dengan ini dimintakan untuk kiranya dapat 
dilakukan proses penilaian/ pemeriksaan I pengujian dan 
penerimaan terhadap hasil pekerjaan ..... 

Yth. Pejabat/Panitia Penerima Hasil 
Pekerjaan pada isikan nama 
lnstansi 
di- 

WONQSOJJQ 

Ke p a d a : 

: Pennintaan Pemerlksaan 
Haoil Pembangunan Keglata.n .FWk 

Wonosobo . 

Nomor 
Lampiran 
Perihal 

KOPTPK 

FORMAT B SURAT PERMINTMN PEMERIK$MN HASIL PEKERJAAN 



Jlka men.olak misal ketera.ngannya berbunyi : kare11a pada hasil 
pemeri"8aan/penilaio.n/pengujian ditemukan kekuranga11/ cacat/kerusakan, 
maka han,s dicantumk011 disini data-data kekuranga,tj cacatjkeru.sakan 
yang dilampiri foto uisual aan diisfkan rekome11dasi bahusa Kepala Desa 
meminta tun pelaksana kegiatan/ pihak pcnyedia barong/ 'jasa lwrus 
memperbaiki bagia,1-bagiatt yang disebv.tkan deng,m sebagaimcma mestinya 
sesuai ketentuan RAB/ konirak. Kepala Desa kemudian memerintahkan tim 
pellllcsana kegiat.arl/ pihal;; penyedia barang/jasa w1tul<: menindaklanjuti 
dengan sebagaimw,a mestirtya. Selanjutnya setelah titn pelaksuna kegiotan/ 
pih.ak penyedia bwang/ jasa melakukan perbaikOJt dengan sebagaimana 
mesrinya scsuai ketentuan dalam RAB/kontrak, tim pelaksono: kegiatan/ 
pillilk pe,1yedia bamng/jasa meminla (dengan surot) kepada Kepola Desa 
untuk proses penyerahan pertama dan Kepala Desa setelah me11erima surat 
dari tim pelaksOJta kegiatan/ pihak penyedia barang/ jasa selanjulmJa 
memerintahk011 PPHP kembali melakukOJt pemeriJcsaan/perulaian/pengujian 
untuk memutuskan menerima atau menolak ltasil perbaik011 yOJtg dilakukan 
penyedia tersebut 

.Jlka menerima, misal ketemngOJtnya berbw,yi .- telah sesuai dcngan 
spesifikasi pada RAB/ko11tmk, dU. TuliskM pula disinl volume pele,jaa,inya 
misalnya untuk banqunan ged.ung disebuikan tuas bOJtgunan, jumlah lanta~ 
dlL 

Untuk itu Sa.ya/ Kami menyatakan menerima/ menolak hasil pekerjaan 
tersebut dengan penjelasan sebagai berikuc: 

1. Berita Acara Serab Terima Dana Kegiatan dari Kepala Desa ke Tim 
Pelaksana Kegiatan. 

2. Tanda Bukti perjanjian berupa bukti pernbelian, kuitansi, Surat Perintah 
Kerja, Surat Perjanjian/kontrak Nomor tanggal . 
(Jikn pekerjaan dillllcsanal;;an oleh Pilu,I;; Penyedia Barang/Jasa). 

3. Kelengkapan eesuai bidang pekerjaan, sekurang-kurangnya : 
a. Pekerjaan Konstruksi : foto visual kemajuan pekerjaan (sekurang· 

kurangnya O"/o, 500/o, dan lOOo/o), bukti·bukti belanja, laporan 
pekerjaan. 

b. RAB dan Oambar 

tclah melakukan penilaian, pemeriksaan, pengujian secara langsung 
terhadap basil] pekerjaan ..... yang dilaksanakan oleh TPK ..... dan dengan 
memperhatikan : 

lsikan Nama 
lsikan Jabatan dalam PPHP (Ketua/Sekretaris/ Anggotal 
lsikan Nama 
lsikan Jabatan dalam PPHP (Ketua/Sekretaris/ Anggota) 
lsikan Nama 
lsikan Jabatan dalam PPHP (Ketua/Sekretaris/ Anggota) 

I. Nama 
Jabatan 

2. Nam.a 
Jabatan 

3. Nama 
Jabatan 

Berdasarkan Surat TPK. .. Nomor tanggal perihal , maka pada 
hari lni tanggal bulan tabun dua ribu , 
Saya/ Kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

BERITA ACARA PEMERIKS.V.N HASIL PEKERJAAN 
NOMOR: .... 

KOPTPK 

PORMAT C BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKl;;RJAAN 



PURNOMO 

tanda tangan 3. Nama jelas 

t.anda tangan 2. Namajelas 

tanda tangan I. Nama jelas 

Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan : 

Yang menyatakan : 

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Inf dlbuat dengan 
sebenarnya guna bahan selanjutnya. 
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o ............ 1onaJ/badiah 
• l.cmbafot pcndkli)am tingkat .... 
• Lembag1;1 k~eh.aum tinakttt .... 
• LcmbagJt ekonomi r.ingkol d.eaa 

• J,.emb«ga eoi;ial dan bu.daya 
tin .. i.- .. , de-M' 
• U!mbPp kem,u1yarokt1hm 
'iln"' dlbe,uuk dc111• 

2 3 1 tan ..• dat 
2 3 l l .. •• .... 
2 3 l 2 .... llazanr da.a J'••• 
2 • B1DANO P&IIB.&RJMYMN 

.IIASYARAICAT 
2 • , ""···· • 4 l l .. • • .... 
2 • l l 10 I Honorarium P1!laksan11 Kcgiauin 

2 • I 2 ··~-- ..... .... 
2 • I 2 I Selanlll BahAn PaJcai Habls 
2 • I 2 I I Bclania alot tubs kantor 
2 • I 2 2 Bel a Jtl&II Kantor 
2 • I 2 2 6 Bcla.nla ueeh 1et1a "" 
2 4 I 2 2 1 Bclanja Jaaa/honorariurn 

nara5umbcrfahll 

hmkdu ba.r:u.c bpa.da • • I 2 10 n:a.u7arakat/ kelompo.k 
maa--kat 

2 4 l 2 10 l Bcla.nja bani.ng uatuk !ttimulan 
rv,mban,runan 

2 4 I 2 10 2 .. dat 

Pemberiu o.anc kepada 
2 4 I 2 II mH7ara.lal.t/ keJompok 

maa-rabt 
2 4 I 14 2 Bcaaiswa/ ao.otunan. 

• .eiswa rv,rnresw!W 
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• SP20 Penyahuan OTO darl R.KUD kc> RKUOtsa 

l<OJlla RSmUfO """"' ~,-., .,, .... I lltf>t ............. 
l ' • • ..... 

• maa•iuakat "'"'"" • ml:lt"(m1kul mi8kin 
. orano- terlantar 

2 • l 1----oion ... cfat 

2 • I I a. . • a ... ·ai 
2 • I 2 Bc:lnni• B"--- dan Jass. 

2 s ll&LAKJA TAK TltRDUGA. 

JUIILAB •n-• 
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I • • • ..... 
1 P.EIIDAPATA!I 
1 2 ,,., · t Trur!B r 

1 2 DANA BAGI HASLL. PAJAK & 
R&1'RIBUSI DAER.I\.H 
TAHAP PERTAMA 
TAHAP KEllUA 

• B:s&..AR'JA DBL\ 

• 1 8IIM.HG PIUITBZ,BNOOAMAN 
P&lilEJUN'tAIIAN D&&t 

• I • I Jl[anlat4n,, .,be: 
2 J 6 I Belaft.Y> Ptn .. waJ 
2 J • 2 Selan""' Barana dan Jaaa 
2 J 6 3 Bel• ' Modal 

• • BIDANO P8ldlCSANAAII 
PEMBANGUNAN DESA 

2 2 l tat.an. •.. • • 1 l ... Po ...i 
2 • I I 10 I Honorarium Pelaluuna Ke •= 
• 2 1 2 ' knn• da.a Jau 
2 2 I 2 I BcklnjQ BAhon PDlcai Habtll 
2 2 I 2 I I lk.lani11 a.lal na1i• kantor 
2 2 I 2 2 Belat1la Jaaa Kantor 
2 2 I 2 2 6 Bc!G.-nio Uo11h tcno kcriD 

• • l 2 • 1 Bclaaja Jaaa/b.ono1'arium 
naraw.mbcr J ahli 

2 2 I • • Sewa elet bet"& t 
2 2 I O • I Bclan.ia. :iewa cskuvotor 
2 2 I 2 • 2 .Be1<1n1s, 6(:WQ. ,.,._. 

• • 1 3 Bc1an1a Modal 

2 2 I 3 3 Bela.nja Mod.ail Pembanguna.n sarana. 
diu, pnu1ata..na tn1n.8p0rtaai 

2 • I 3 3 I Belania modal iala.n 
2 2 I 3 J 2 Bela 'a modal l,embaU&.n 

• • l 3 3 3 BdanlA modal dniirut&c: 
2 2 l 3 • • ' modtt.l ...... ron..- • n• 
2 2 l 3 3 5 Bdanla modal w.lud Iatan 

2 2 I 3 • 8cllnj11 Modal PembQ.ngumm IH'.1'11.0l1 
clan oruarana nrodubi 

2 2 I J • I Bclanla n:IOdaJ damlbe1tdun 
2 2 I 3 • 2 Seh.lnin modal )riun . .u 

2 2 I 3 • 3 Belanja modal peralala.tl pcrtanian 

2 2 1 3 6 &lan.ia Modal Pembangunan sanma. 
dan pra&arana ~rclc.onomiti.n 

2 2 1 3 s 1 Bci.rniil modal "":Mll' deSA 

K!lCAMATAlf ••••• - ..... _,._., .. _ 

LAPORAN' RBALI9.UI P'.DOOUlfAA.JI DAJIA BM)J KAID, PAJAK & R&TJUBU8l OAERAB (DBRPRD) 
SAMPAJ D!tlfOAll TAHAP •••• TAHtlll ••. 

PBM:&R.llfT AH DUA..--·· 

f'onnat C t.apora.n. Jlcallaul Ptqpou.a Daaa BaP Buil -"'9,k d:ao R.etribuJ 1>1.era!a 



.............. ........ ...,.....,...., as,u11,m~a,1 o:uamca.1 

l 2 • • ..... 
2 2 I 3 s 2 Beta. .. 1• modal lcio• d.t:SA 

2 2 I 3 6 Belanja Modal Pcm.bMguna1.1 Ml.l'llt'UI 
dan na &<>lllal 

2 2 I 3 6 I BclAnjn mod11J pcmlxl.ngu.nan a.arana 
IIO<:ial 

2 2 I 3 7 ~lanja Modal Pcm~nt{Unom MLr~na 
da.n ortLMLrana .....-n-'idikan 

2 2 l 3 7 I BclanJa modal ge,c:hln& unruk 
kc'1tA1*.n n1>ndidikao 

2 2 I 3 7 2 Bc:lanj;) mOdo.1 bAMn t1ijll.J" 
..... ndidiklln 

2 2 l 3 7 3 Bela.n,a moda.l penllnlAn pcndid.lkan 

2 2 l 3 8 Belanja Modal Pembe..ngunan aarana 
clan orasara.na kt11ehat:an 

2 2 I 3 8 I Bel11nju nwdiil hAngun'1n untuk 
IL--,:•tan keeeh.ttan 

2 2 I 3 8 2 Belanie modal bahat1 ~&ehatan 

2 2 I 3 8 • Bclanja modal ~rAIAUm ke11:hotan 

2 2 J ir-an ..• drt • • 1 1 a.1a .. 1a h-wat • • l 2 Be kraa&'d&GJ•- • • 1 3 Modal 

2 3 BlDANO PBJIBINAAN 
DKA.8YARA&:.tT.tN 

2 3 J IC taton .... • 3 l l Be .. w•I 
2 3 I l 10 I Honorarium Pehtkaan11 1s-,i,st4n 

2 3 I 2 Jk1an1a Baran• daa J'aaa 
2 3 I 2 l &kin:.. &Ju.m PaJ,:ai llabis 
2 3 I 2 I I .BeLan'a ltlat tulia kantor 
2 3 I 2 2 Selan a Jase Kantor 
2 3 I 2 2 6 Bclrul au h lt-1'18. "' 2 3 I 2 2 7 Bel;iuuo Jua/honorllrium 

nare.eumbcr I ahJi 

2 3 I 2 JO -borian baronq kepada 
'MS ti kelo- ...... A: rnas·-mkat 

2 3 I 2 10 1 8ekl~ tMu'Wlll t,ml\lk etimul•n 
• 1 .... mb.i:ln•t11nam 

2 3 I 2 10 '2 •. dst 

2 3 I 2 II hmberion uang kepada 
mn- .... mkatl lrWlm1;Mlr mOJ11•.,.mhtt 

2 3 I 2 14 I Vang pcngbargaan/ 
o-rasional /hadiah 

• l..erobllg.(f; pendidikan tingkat: de$9 

• Le:mbap ke:tehata.n tin.skat deiso 

• Lcmb ekonomi rin td .... 
• Lcmb1.1ge ~•i41 dan bud.a.ya dngk.e.l ..... 
• Lcmbe.ga kemasyarakatan yang 
dibc:nruk deaa 
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Kct_e,...,,npn: 
• SP20 Pcnyaluran OTO da.ri RI<UO ke RKUDe-Ra 

ltODe QXllll91) WAWI ilOOJ.Jt.,\. {ltp) 111111.u:11,-,. ULl:IUt (Rt) 

• • • • ... .. 
2 3 J Kcotai«n ... dff • 3 l l lklanla h-wal • 3 l • Belanta BaraoE du JaN. 

2 • BIDANO PEMZIBRDAYAAN 
.IUBr'ARAJrAT 

2 • J ICl"nf«t4n,,,. • • l 1 a.Jania Pe.ira .. 1 
2 • I l 10 I Honorarium ~ln.kS.:UHl Kt11Ulran 

2 • I 2 aB,.nuur:duJua • • I 2 I Be.la .. .,. &Mn Pakai Habi.8 
2 • I 2 I I BclA. · a ala1 tulis kantor 
2 • I 2 2 Belan · Ja11a. KM tor 
2 • I 2 2 • Btlan•a Un.nh tenR...,. keria 

2 • I 2 2 7 tklanja Jasa/honorarium 
n,u11•umbcr/ahli 

Ptmbtirtaa kraq kepada • • I • 10 m.ac,ua.tr:at/ kelom.polr 
m.a-aHbt 

2 4 I 2 10 L Bel.Anja bttrang untu.lc 11timul.,n 
• 1,...mba.nm•rnsn 

2 • I 2 10 2 •• d111t 

Pt:mffd.u. auc k•pa.da 
2 • I 2 II maayarllltat/ lrelompolr 

ma-uakat 
2 • I 14 2 Bcaal$wa/ Untun,m 

~ &Ulwa bemresta,.; 
- m,u,vo.raka.t be-t41b 
- nu,11v1mtkat mi5kin 
• or.uw terlantAr 

2 • J Keolata-n. .. dn 
2 • I l Belani... Pc wai 
2 • I 2 Be.lAn' Bdnlna dun JatKI 

• • Bu.Alf.SA TAK TB1U>UOA 

JUMLAR lR"D) 
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MO 

l Penaoggungjawa.b 

2 Kellie 

3 SEkret.aris 

4 A.nggom 

S Anggow. 

TANOA TANOAN TIM PENDAMPINO KECAMATAN 

NO J2NISYAIIG ADA/ 11RAJAN CATATAN 
DIVBRIJ'IKASI TIDAK 

I Lupordll Rcalisasi a Kesesuaian dengan J...a.inpiro.n xvm 
Peleksanaan Angga.ran Peraruran Bupati wonosobo 
Pt-ndapata.n dan SelanJa Nomor 75 Tahun 201 S 
Desa (APBDca) Semester 
Keduo/ Akhir'l'ahun 

b Kesesualan dengan SPJ 
2 Laporan ReaJisa.si a Lapomn rcaJisasi Penggunaan 

Pengguoaan Dana 'l'rans(er Dana Dcsa (DD) 
ke Dcsa Sa;mpai Oengan 
Tahan IJI 

b l.npo~n rea.li'3.si Penggunaan 
Alokasl Dana Desa (ADD) 

c Laporan rcaJisasi Pcnggunaan 
Da.na Bagi Hasil Pajak den 
Retrlbu•I Daerah IDBHPRDI 

d l.npomn Capttian Output Dana 
Dess 

e Laporan Capeian Output AJokaai 
Dana Dean 

r Le.poran Capeian Output Dana 
Bagi Heall Pajak dan Rctribusi 

u 

g Foto Kegiatan Reall6asi 
Penggu.naan Dana Transfer ke 
Deea 

3 Belita Acara Le.poran 
Pengguoaan Dana Transfer 
ke Desa Sampai Dengan 
Tnh"P UJ kepada BPD 

4 Copy Buku Rekening Kus Kondial terakhir meounjukka.n 
Desa kcsesuaian dengan SaJdo Anggaran --- 

DESA 
KECAMATAII 

Lampiran XII : Peraturan BupaLi Wonosobo 
Nornor / Tahun 2018 

L&JIIIAR VERD'IKASI REALISASI PENG01111AAR DAiii\ TRAIISl'ER KE Desi\ 
111\XPAI DElfGAII TIJIAP Ill 



Rp .... 

Rp .... d. Kegiatan ..... 
Jumlah total 

4. Bidang Pcmbinaan Kcmasyarakatan 

c. Kegiatan ...... Rp .... 

Rp .... b. Kegiatan ..... 

3. Bidang Pcmberdayaan Masyarakat 

a. Kegiatan .. .. .. Rp .... 

Rp .... b. Kegiaian ..... 

PIHAK KESATU bersama dengan jajaran pemerintah desa, telah 

menyampai.kan laporan pelaksanaan Kegiatan Dana Transfer ke Desa sampai 

dengan Tahap ... sebesar Rp ... kepada PIHAK KEDUA, dengan rineian kegiatan 

sebagai berikut : 

L. Bidang Penyclenggaraan Pemerintahan 

a. Kegiatan .. .. .. Rp .. 

b. Kegiatan..... Rp .. 

2. Bidang Pelaksanaan Pcmbangunan 

a. Kegiatan .. .. .. Rp .... 

Dalam hal ini untuk dan atas nama jabatanoya selanjutnya disebut PlHAK 
KE DUA. 

: Ketua BPD . 

. . . . 2. Nama 
Jabatan 

: Kepala Oesa .. 
Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan oesa 

Selanjutnya disc but sebagai PIHAK KESATU. 

Jabatan 

Poda hari ini tanggal bulan tahun , yang 
bertanda tangan di bawah in! : 
1. Nam.a : . 

PENYAMPAIAN LAPORAN REAL!SAS! PENGGUNAAN 
DANA TRANSFER KE DESA 
SAMPAI DENGAN TAHAP . 

DESA. KECAMATAN .. 
TAHUN ANGGARAN . 

SERITA ACARA 

FORMAT BERJTA ACARA TENTANG PE:NYAMPAIAN LAPORAN REA~lSASl 
PENGGUNAAN DANA TRANSFER KE DESA 

Lamplran XIII : Peraturan Bupatl Wonosobo 
Nomor / Tahun 2018 



............................... • • • • ' • '• • • • • • • • • • • •' • • • • • • ' ' I • • • • ' ' • 

Ketua BPD . 
PIHAK KESATU 

Kepala Desa . 

PIHAKKEDUA 

Demikian Berita Acsra ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak 
pada tanggal terse but di alas untuk dipcrgunakan sebagairnana perlunya 


